Menimbang

Mengingat

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR ¢ TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2021 agar pelaksanaannya dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan
tentang pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung
Tahun Anggaran 2021,

1

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik lindonesia Nomor 5533) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 119 1)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.05/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736});
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

P D e

10.

11.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.

Gubernur adalah Gubernur Lampung.

Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD Provinsi

Lampung Tahun Anggaran 2021 adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD
adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggaran/barang yang juga melaksanakan pengelolaan APBD.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD
dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yvang
bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
Bendahara Umum Daerah.
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Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi PD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PB adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Tenaga Ahli/Pihak lain, PNS dan Non PNS adalah tenaga ahli/pihak lain yang
ditunjuk dalam jangka waktu tertentu, baik PNS ataupun Non PNS yang karena
kemampuan dan keahliannya guna mendukung tugas pemerintahan dan
pembangunan.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu
guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat
teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang
sah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah selanjutnya disingkat PPK-
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang
diberi wewenang oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
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Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Program SKPD adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang
berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua
jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau
keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan
oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang
ditetapkan.

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu
pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran
Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.
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Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran
badan/dinas/Badan Keuangan Daerah /bagian keuangan selaku Bendahara
Umum daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja
dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan
anggaran oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL
adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar
pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.

SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka Kkerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

SPP Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu
untuk permintaan tambahan uang guna melaksanakan kegiatan SKPD yang

bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan
uang persediaan.
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SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat
SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran/atau bendahara pengeluaran pembantu untuk
permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian
kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima,
peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh
PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena
kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diproses atas beban
APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik
sengaja maupun lalai.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem
yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit perangkat daerah pada
perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian
dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana
yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan
dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis
politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja
bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.
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Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat tanpa mencari keuantungan dalam rangka memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi
berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian
layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen
perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen
rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang
ditunjuk oleh Gubernur.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses
dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen
sumber yang sama.

Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah
dokumen yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan
mengesahkan pendapatan transfer.

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang
selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat pernyataan tanggung jawab yang
diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah/PA BLUD yang disampaikan kepada
Kepala PPKD/BUD atau Kuasa BUD.

Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang selanjutnya
disingkat SP2BP adalah surat pengesahan yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa
BUD untuk mencatat dan mengesahkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
BLUD.

Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah
dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan
pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar
penerbitan surat pengesahan belanja.

Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen
yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD untuk mencatat dan mengesahkan
belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B

Pengadaan barang dan jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut
Swakelola adalah adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri
oleh Perangkat daerah, Perangkat daerah Lain, organisasi kemasyarakatan,
atau kelompok masyarakat.
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Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat daerah
yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai
dengan serah terima hasil pekerjaan.

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah
unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan
Barang/Jasa.

Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola
pemilihan Penyedia.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,
dan/atau E-purchasing.

Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi
kepercayaan oleh Perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.

Penyelenggara Swakelola adalah Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola.

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP
adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian /Lembaga/Perangkat daerah.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola
adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh
Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat
daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa
yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah
Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak
maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan
atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan
pembangunan kembali suatu bangunan.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah piker.



96.

9i.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

-10-

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan
peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata
kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah tata
cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa
Konsultansi.

Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan
peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha
asing.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan
tertentu.

Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah
metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).

Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk
mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah
Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan APBD merupakan pedoman seluruh unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
SKPD dan APBD.

Pasal 3

Pedoman Pelaksanaan APBD meliputi:

ot OO0 TP

. ketentuan umum;
. pengelola keuangan daerah;
. belanja daerah;
. pengelolaan kas non anggaran ;
. penatausahaan penerimaan daerah;
penatausahaan belanja daerah;
. laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
. pembinaan dan pengawasan; dan
ketentuan penutup.
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Bagian Ketiga
Asas Umum Keuangan Daerah

Pasal 4

Keuangan Daerah meliputi:

a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;

b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif,

transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,

kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan

dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar bagi Pemerintah
Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pasal 5

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan pendapatan daerah pada SKPD

adalah:

a. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;

b. setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;

c. SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam peraturan
daerah;

d. penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

e. semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

f. dalam hal pendapatan yang tidak melalui rekening kas umum daerah, tetap
diakui sebagai pendapatan daerah dengan mekanisme pengesahan (BLUD dan
BOS);

g. setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

h. Kkomisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari
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penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan
jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
daerah;

i. pengembalian atas kelebihan pendapatan (koreksi atas penerimaan pendapatan)
dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan untuk
pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun berkenaan;

j. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf h dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:

1. Menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD,;

2. Melampirkan bukti-bukti yang sah;

3. BUD/Kuasa BUD melakukan pemindah bukuan atas kelebihan pembayaran
tersebut sesuai dengan nilai dan rekening yang bersangkutan;

k. untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;

1. mekanisme pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf j dilakukan
dengan syarat sebagai berikut:

1. menyampaikan permohonan atas kelebihan setor kepada BUD/Kuasa BUD;

2. melampirkan bukti-bukti yang sah;

3. ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

m. BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas kelebihan pembayaran tersebut sesuai
dengan rekening yang bersangkutan; dan

n. transaksi penerimaan pendapatan seluruhnya dilaksanakan secara non tunai.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 6

Pelaksanaan APBD yang terkait dengan pelaksanaan belanja daerah pada SKPD
« adalah:

a. jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk
setiap pengeluaran belanja;

b. pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD,
kecuali jika dalam keadaan darurat yang selanjutnya diusulkan dalam
rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran,;

c. setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah;

d. bukti yang sah adalah bukti yang telah mendapat pengesahan oleh pejabat yang
berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari
penggunaan bukti dimaksud,;

e. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
Lembaran Daerah. Pengeluaran kas dimaksud tidak termasuk untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur,
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belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang bersangkutan seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa;

belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam wupaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta
mengembangkan sistem jaminan sosial.

atas beban anggaran belanja daerah tidak diperkenankan pengeluaran untuk
keperluan pemberian ucapan selamat dan karangan bunga untuk berbagai
peristiwa.

pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan
volume kegiatan pelayanan;

fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD merupakan pengeluaran biaya yang
disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas
RBA yang telah ditetapkan secara definitif;

fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD hanya berlaku untuk biaya BLUD yang
berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat;

dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan
anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah,;

ambang batas RBA ditetapkan melalui besaran persentase dengan
mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;

besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-BLUD oleh PPKD; dan
persentase ambang batas tertentu merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi,
dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Rekening

Pasal 7

Gubernur dapat menetapkan Bank Umum sesuai dengan Kkriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan untuk menyimpan uang daerah yang berasal
dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.

Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah membuka Rekening Kas Umum
Daerah pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

Penetapan Bank Umum Daerah dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan

Bank Umum yang bersangkutan.

Perjanjian sekurang-kurangnya mencakup:

a. jenis pelayanan yang diberikan;

b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui Bank;

c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening Kas
Umum Daerah;

d. pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;

e. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

f. kewajiban menyampaikan laporan;

g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena
pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan

h. tata cara penyelesaian perselisihan.
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Bendahara pengeluaran SKPD atas persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran dapat membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Pengeluaran Daerah.

Bendahara pengeluaran SKPD menyampaikan Laporan rekening pengeluaran
setiap awal Tahun Anggaran kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk selanjutnya ditetapkan
dalam Surat Keputusan Gubernur.

BAB II
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Pasal 8

Gubernur selaku kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan.

Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan
APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan
Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

1. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan
Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit

menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran

pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
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bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya
yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, pengangaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat
Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :

a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

c. kepala SKPD selaku PA.

Pasal 9

Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah
yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum
daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.

Ketentuan mengenai Gubernur selaku wakil Pemerintah Daerah dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai

tugas:

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah; dan

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada

Gubernur.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait dengan

peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah dalam menyusun

kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah

termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah
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Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Pasal 11

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas::
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Gubernur.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas umum daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:
mengelola investasi;
melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D,;
membuka rekening Kas umum daerah;
membuka rekening penerimaan;
membuka rekening pengeluaran; dan
menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan
SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat
melaksanakan pemungutan pajak daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial
dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD,
SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dapat melaksanakan
pengelolaan investasi.

a0 o
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Bagian Keempat
Kuasa BUD

Pasal 12

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada Gubernur
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

(2) Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

(3) Kuasa BUD mempunyai tugas:

a.

b.
.
d

R ™

-

menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD,;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas beban APBD;
melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

melakukan penagihan piutang daerah; dan

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a.

b.

menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan menguji
anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk ditetapkan oleh BUD;
melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola piutang
menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih atas
investasi; dan

menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

(5) Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 13

(1) Gubernur atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di
lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah uang yang dikelola,
beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali.

(2) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 14

(1) Kepala SKPD selaku pejabat PA/PB daerah mempunyai tugas:

a.
b.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;
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melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,;
melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang
dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya,
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a.

® 00U

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas
penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah,
BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah tersebut; dan

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
kepada PPKD selaku BUD.

(3) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai wewenang, meliputi:

a.

menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja
atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial,

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah; dan

menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang
melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan pemungutan pajak
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai akibat:

a.

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;
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b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun anggaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus dianggarkan pada
APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA bertindak
sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh
pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat
komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada kepala
daerah melalui sekretaris daerah.

(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat melimpahkan
pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk kabupaten/kota
selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

Pasal 15

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD yang dipimpinnya antara lain :

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD);

b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD);

c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan

d. Penetapan Pejabat yang ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Barang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 16

Pejabat PA/PB/KPA/KPB dalam hal tidak mempunyai pegawai yang memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, maka jabatan PPK (Pejabat
Pembuat Komitmen) dirangkap oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 17

Dalam hal SKPD memiliki beban kerja berlebih, maka jabatan PPK sebagai mana
dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat dirangkap oleh PA/PB/KPA/KPB dan dapat
menunjuk pejabat pelaksana yang memiliki kompetensi baik sebagai PPK untuk
melaksanakan sebagian kewenangannya.
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Pasal 18

Pejabat PA/PB yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), menyampaikan laporan setiap bulan, triwulan, semester,
serta prognosis enam bulan berikutnya dan laporan tahunan untuk penyusunan
perhitungan anggaran secara tertib dan teratur kepada Gubernur cq. Kepala Satuan
Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD/BPKAD selaku Pejabat Pengelola
Keuangan daerah (PPKD), dengan berpedoman pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP);

Pasal 19

Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 yaitu berupa Capaian
Kinerja dan disampaikan kepada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi L ampung sebagaimana format terlampir setiap bulannya sebelum
tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 20

Bagi Pejabat PA/PB yang sedang melakukan pendidikan, cuti, perjalanan dinas, atau
sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya diatur ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan, Pengguna
Anggaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada pejabat yang ditunjuk
untuk melaksankan tugas-tugas Pengguna Anggaran (PA) atas tanggungjawab
Pengguna Anggaran (PA) yang bersangkutan diketahui oleh Sekretaris Daerah;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan Gubernur
menunjuk sementara Pengguna Anggaran (PA) dan diadakan berita acara serah
terima keadaan fisik dan keuangan; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakan tugas, maka Pengguna
Anggaran (PA) tersebut dianggap mengundurkan diri sebagai Penguna Anggaran
(PA) dan oleh karena itu Gubernur menetapkan penggantinya, dan atau
ketentuan huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Pasal 21

(1) Pejabat Pemerintahan yang berhalangan menjalankan tugasnya
(PA/KPA/PB/KPB), maka atasan pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai
pelaksana harian atau pelaksana tugas.

(2) Pelaksana harian atau pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan
dan/atau tindakan rutin menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, PA dapat bertindak sebagai PPK sesuai
peraturan perundang-undangan.
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Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 23

PA/PB dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD

selaku KPA/KPB.

Pelimpahan sebagian kewenangan berdasarkan pertimbangan tingkatan

daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi,

kompetensi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala

SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;
melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan

SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya memungut pajak daerah

kepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit SKPD selaku

KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh

pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat

komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD
yang dipimpinnya;
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j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya,;

1. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih pelimpahkan

sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Pasal 24

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.
Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan oleh
PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan SKPD/Unit
SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya
ditetapkan oleh kepala daerah.

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,

PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTK yang kriteria
sebagai berikut :

a. memiliki tupoksi pada bidangnya;
b. memiliki SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
¢. pendidikan minimal Diploma Tiga (D3);
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d. minimal menduduki jabatan grade 6; dan
e. mampu bekerjasama dengan atasan.

Pasal 25

PPTK dapat diberikan honorarium pengelola kegiatan dari salah satu kegiatan yang
dikelolanya sesuai standar ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA meliputi:
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan
SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
(2) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan meliputi:
a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada
PA/KPA.
(3) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan
yvang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

Bagian ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)

Pasal 27

Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD
sebagai PPK-SKPD. PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas
melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal 28

PPK-SKPD :

(1) Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

(2) Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai
ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.

(3) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang BLUD.

(4) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau

PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang;:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
menyiapkan SPM,;

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e. menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan

dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK-SKPD

untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan SKPD.

Bagian Kedelapan
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

Pasal 29

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, PA

menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi;

b. rentang kendali dan/atau lokasi; dan

c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan
secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan
pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPPTU dan

SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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(5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan laporan
pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu

(6) Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD melaksanakan tugas
lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

(7) PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas meliputi:
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti

kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai
dasar penyiapan SPM;

c. menyiapkan SPM;

d. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya,;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f. menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

(8) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.

(9) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK
Unit SKPD.

Bagian Kesembilan
Bendahara Penerimaan

Pasal 30

Gubernur menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan
SKPKD atas usul PPKD selaku BUD.

Pasal 31

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.

Pasal 32

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
(1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

(2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

(3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;
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menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan
daerah.

Pasal 33

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Gubernur

dapat menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu pada Unit SKPD yang

bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD

kepada Gubernur melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan

lingkup penugasan yang ditetapkan Gubernur.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:

a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk
transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui
RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang
telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang
diterimanya; dan

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan
pendapatan daerah.

Pasal 34

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung
jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada
unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 35

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang
bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas
pengelolaan pendapatan daerah.
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Pasal 36

(1) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

(2) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Bendahara Penerimaan.

Pasal 37

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut Pembantu
Bendahara Penerimaan.

Bagian Kesepuluh
Bendahara Pengeluaran

Pasal 38

(1) PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada Gubernur.

(2) Gubernur menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

Pasal 39

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU,
dan SPP LS;

b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f.  membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan
laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;
dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 40

Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan

wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

€. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

f.  pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD vang
melaksanakan fungsi BUD. )
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Pasal 41

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul
PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 42

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
a. besaran anggaran;
b. rentang kendali dan/atau lokasi.

Pasal 43

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, dapat ditunjuk
bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan
wewenang bendahara pengeluaran SKPD.

Pasal 44

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
menerima dan menyimpan TU dari BUD;

melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;

menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran

secara periodik.

L
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Paragraf 2
Pembantu Bendahara Pengeluaran

Pasal 45

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan

wewenang lainnya meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

b. memeriksa kas secara periodik;

¢. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank;

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.



(7)

(8)

(10)

(11)

-29.

Pasal 46

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan
bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara
dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan
membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran
pada SKPD dan disampaikan kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat
laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD
dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas
pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai
yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan
efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas
dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
Pegawail yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada
Bendahara Pengeluaran.

Pasal 47

Dalam hal bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu
dan/atau bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
berhalangan diatur ketentuan sebagai berikut:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggungjawab bendahara pengeluaran yang
bersangkutan dengan diketahui Kepala Perangkat daerah;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubernur menunjuk kembali pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan
berita acara serah terima; dan

c. apabila melebihi 3 (tiga) bulan belum dapat melaksanakn tugas, maka
dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari
jabatan sebagai bendahara pengeluaran dan oleh karena itu segera
diusulkan penggantinya, dan atau pasal huruf b tetap berlaku sampai
dengan berakhir tahun anggaran.

Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan/atau

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu baik secara

langs1.mg maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan,
pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin
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atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama

pribadi.

Bagian Sebelas
Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 48

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

S0 me a0 o

(2)

Pengguna Anggaran (PA);

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
Pejabat Pengadaan (PP);
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan;
Agen Pengadaan,;

Peyelenggara Swakelola; dan
Penyedia.

Paragraf 1
Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 49

PA memiliki tugas dan kewenangan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yvang telah ditetapkan;

menetapkan perencanaan Pengadaan;

menetapkanan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP);
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi Ulang Gagal;
menetapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan;

menetapkan Penyelenggara Swakelola;

menetapkan Tim Teknis;

menetapkan Tim  Juri/Tim Ahli untuk pelaksanaan melalui
Sayembara /Kontes;

1. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan

m. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:

1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran
paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.



(1)
(2)

(3)

(1)

(3)

(4)

-31.

Paragraf 2
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 50

KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan pendelegasian sesuai

dengan pelimpahan dari PA.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang

menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.

KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan/atau

b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja
yang telah ditetapkan.

KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat

merangkap sebagai PPK.

Paragraf 3
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 51

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas dan disiplin;

b. menandatangani Pakta Integritas;

c. memiliki Sertifikat Kompetensi sesuai dengan bidang tugas PPK;

d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;

e. memiliki tanggungjawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan tugas;

f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan

dalam sikap prilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
g. tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja
Pemilihan untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang sama; atau
h. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap
tugas/pekerjaannya.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ tidak dapat
terpenuhi, Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar dapat digunakan sampai dengan
31 Desember 2023.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat
terpenuhi, persyaratan Sarjana Strata Satu (S1) dapat diganti dengan paling
rendah golongan Ill/a atau disetarakan dengan golongan III/a.

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan

memiliki latar belakang keilmuan dan pengalaman yang sesuai dengan tuntutan
teknis pekerjaan.

Pasal 52

PPK dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa setelah APBD disetujui
oleh DPRD Provinsi Lampung sepanjang anggaran untuk kegiatan yang
bersangkutan telah dialokasikan, dengan ketentuan penerbitan Surat Penunjukan
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Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak dilakukan setelah
masuk tahun anggaran berjalan.

Pasal 53

(1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas dan kewenangan:
menyusun perencanaan pengadaan;
menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan HPS;
menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia,;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim atau tenaga ahlj;
melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
mengendalikan kontrak;
melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan
berita acara penyerahan;
n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan;
o. menilai kinerja Penyedia; dan
p. memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
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(2) Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan
(3) PPK dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa.

Pasal 54

PPK menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
Barang/Jasa. Uang muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:

a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;

b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material;

c. persiapan teknis lainnya,;

Pasal 55

E'Besar.an uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat diberikan paling
tinggi 20% dari nilai kontrak Pengadaan Barang/Jasa, berlaku untuk seluruh
Pengadaan Barang/Jasa dan Jasa Konsultasi.

Pasal 56

(1) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi

untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang
membutuhkan masa pemeliharaan.
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Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada
tahun anggaran yang sama.

Dalam hal masa pemeliharaan tidak melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai
Kontrak, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa
pemeliharaan.

Dalam hal masa pemeliharaan melewati akhir tahun anggaran, maka
pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari nilai
Kontrak dan sisa pembayaran sebesar 5% (lima perseratus) dianggarkan dan
dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya kecuali untuk Dana Alokasi
Khusus dibayarkan pada tahun anggaran berjalan.

Paragraf 4
Pejabat Pengadaan (PP)

Pasal 57

Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

a.
b.

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk
pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah); dan

pejabat pengadaan hanya 1 (satu) orang yang memahami tatacara pengadaan,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan, baik dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang
bersangkutan.

Paragraf 5
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 58

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi
syarat sebagai berikut:

a.
b.
e

memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
memahami pekerjaan yang akan diadakan;

memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Kelompok Kerja
Pemilihan pengadaan;

memahami isi dokumen, metode, dan prosedur pengadaan;

memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi
yang dipersyaratkan;

menandatangani Pakta Integritas;

tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara; atau

tidak boleh merangkap sebagai PPHP untuk paket Pengadaan Barang/Jasa yang
sama.
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Pasal 59

Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan

Barang/Jasa :

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/Jasa;

b. menetapkan Dokumen Pemilihan;

c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;

d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan
pengumumam resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE Provinsi
Lampung untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
paskakualifikasi;

f.  melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang
masuk;

g. khusus untuk Kelompok Kerja Pemilihan:

a) menjawab sanggahan;
b) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

1. Tender atau Penunjukan Ilangsung untuk paket Pengadaan
Barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu
Anggaran paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);
atau

2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu  Anggaran  paling  tinggi
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);

c¢) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa kepada PPK melalui UKPBJ;
d) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
e) membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Kepala UKPBJ.
Pasal 60

(1) Kelompok Kerja Pemilihan berjumlah gasal (ganjil) beranggotakan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi
pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan, baik
dari unsur-unsur di dalam maupun dari luar instansi yang bersangkutan.

(2) Terhadap jumlah anggota pokja pemilihan pada setiap paket pengadaan diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang
Jasa Pemerintah.

Pasal 61

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM), Bendahara, dan APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota
Pokja Pemilihan untuk pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan instansinya,

dilarang duduk sebagai Kepala UKPBJ/Anggota Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat
Pengadaan Barang dan Jasa.
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Paragaraf 6
Agen Pengadaan

Pasal 62

Agen Pengadaan dapat melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

Pelaksanaan tugas Agen Pengadaan mutatis mutandis dengan tugas Pokja
Pemilihan dan/atau PPK.

Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Penyelenggara Swakelola

Pasal 63

Tipe Swakelola terdiri atas :

a.

Tipe [ yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh SKPD
penanggung jawab anggaran;

Tipe Il yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Perangkat daerah lain
pelaksana swakelola;

Tipe III yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat daerah
penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh ormas pelaksana swakelola;
atau

Tipe IV yaitu swakelola yang direncanakan oleh Perangkat daerah penanggung
jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan
dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola.

Pasal 64

Pelaksanaan Atas Pengadaan barang/jasa (Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi,
Barang, dan Jasa Lainnya):

a.

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung harus sesuai dan memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada setiap satuan Kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui Pemilihan
Penyedia Barang/Jasa atau cara swakelola;

metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya terdiri
atas :

E-purchasing;

Pengadaan Langsung;

Penunjukan Langsung;

Tender Cepat; dan

Tender.

eI
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d. metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
1. Seleksi;
2. Pengadaan Langsung; dan
3. Penunjukan Langsung.

e. metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah dengan
menggunakan penyedia Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan melalui
metode Tender. Namun karena sesuatu dan lain hal sesuai peraturan yang
berlaku.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung, PA/KPA/PPK
memerintahkan Pejabat Pengadaan untuk melakukan proses pengadaan
langsung.

(2) Pejabat Pengadaan dapat memerintahkan seseorang untuk melakukan proses
pengadaan langsung untuk Barang/Jasa lainnya yang harganya sudah pasti
dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi:

a. memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke
penyedia barang;

melakukan transaksi;

menerima barang;

melakukan pembayaran;

menerima bukti pembelian atau kwitansi; dan

melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.

-0 a0 o

(3) Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan
langsung, Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansi
kepada PA/KPA/PPK.

(4) Pengadaan langsung kepada penyedia dengan nilai sampai dengan
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan bukti pembelian (nota)
dari penyedia barang dan bukti kas pengeluaran (BKP).

(5) Pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai
dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menggunakan kuitansi dari
penyedia barang dan Bukti Kas Pengeluaran (BKP) ditandatangani oleh penyedia
barang/jasa.

(6) Pengadaan langsung dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,-(lima
puluh juta) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) menggunakan surat perintah kerja (SPK)
dan BKP ditandatangani oleh penyedia barang/jasa.

Bagian Sebelas
Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD

Pasal 66

Kepala SKPD membentuk Panitia Pencatat dan Verifikasi Barang SKPD untuk

pembelian/pengadaan barang/jasa/ pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa
lainnya.
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BAB IlI
BELANJA DAERAH

Bagian Pertama
Permintaan Pembayaran Belanja Daerah

Paragraf 1
Anggaran Kas

Pasal 67

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk
mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.

b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan
daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya
bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Pasal 68

Penyusunan anggaran kas, disusun dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah,
dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan
rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu
estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan
penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang
memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama
satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah,
dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya
berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran
kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta
rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan
anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan.

hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan
pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang
memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu
tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan.

anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai dasar
penyusunan SPD.

penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta penggunaan
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 2
Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 69
Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan tersedianya

dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas
pelaksanaan APBD.
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PPKD menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan:

a. anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

c. penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum dalam
DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada PPKD

untuk ditandatangani.

Penyusunan dan penerbitan SPD mengatur beberapa ketentuan sebagai

berikut:

a. SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan SKPD atau
unit SKPD setiap periodik.

b. untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku BUD dapat
melakukan perubahan SPD atau dokumen yang dipersamakan yang
bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada DPA-SKPD yang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.

c. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat
kondisi sebagai berikut:

1) ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan penerimaan
dalam anggaran kas; atau

2) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak.

3) perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran berikutnya.

d. penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara elektronik.

Paragraf 3
Uang Persediaan (UP)

Pasal 70

Ketentuan Umum Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP)
merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan
dalam keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap SKPD
adalah sebagai berikut:

a. besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan besaran UP
didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran belanja yang
akan menggunakan LS.

b. besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut: Membagi total
belanja UP dengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal, belanja
tak terduga, dan belanja transfer.

b. menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan UP,

dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan DPA SKPD
dengan jumlah besaran belanja LS yang sudah dihitung.
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c. melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ UP
dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman tahun-tahun
sebelumnya.

d. menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pembayaran belan ja menggunakan uang persediaan

Besaran UP=

Proyeksi frekuensi pengajuan LP] UP dalam setahun

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) yang diajukan pertama
kali (pada awal tahun) oleh PA dengan melampirkan SPD merupakan uang
muka kerja dengan jumlah tertentu yang dapat diisi kembali (revolving), dan
diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan
operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran
langsung.

Berdasarkan hasil pengkajian vang didasarkan atas rencana kebutuhan
pengeluaran pengisian kas serta ketersediaan dana pada kas daerah maka
besaran uang persediaan bagi SKPD ditetapkan dengan Surat Keputusan
Gubernur.

Uang persediaan dapat dipergunakan untuk keperluan belanja daerah yang
nilai pengeluarannya tidak melebihi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),
kecuali Belanja Perjalanan Dinas, Honorarium ASN dan Gaji PTHL.

Uang persediaan juga dapat dipergunakan untuk keperluan kantor dalam
beberapa kegiatan atau dapat digunakan dalam mekanisme panjar.

Uang persediaan dapat diajukan penggantian melalui mekanisme penggantian

uang (GU).

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan

sekurang-kurangnya 80% dari dana UP yang diterima.

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan UP)

adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk Bendahara

Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk memperlancar

proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang dikelola oleh Kuasa

Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan

oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU. Proses

pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang mengatur bahwa

Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang untuk mengajukan

permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD dan
harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan
sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit SKPD, yang dilakukan secara
non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran
ke rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c. persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat

keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
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Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran;

d. besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta
waktu pelaksanaan kegiatan;

e. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-buku
terkait;

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas penggunaan UP
yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran; dan

g. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir ketika
sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan dan
apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan secara non tunai melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu ke
rekening Bendahara Pengeluaran.

Paragraf 4
Ganti Uang Persediaan (GU)

Pasal 71

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian (SPM GU) yang diterbitkan oleh
PA digunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan dan
disahkan pertanggungjawabannya.

Jumlah SPM GU yang diajukan nilainya sebesar uang persediaan yang telah
disahkan pertanggungjawabannya

Penggunaan uang persediaan dapat dipertanggungjawabkan untuk beberapa
kegiatan.

Jika SKPD tidak mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan dan
mengesahkannya maka PA tidak dapat menerbitkan SPM GU.

Paragraf 5
Tambah Uang (TU)

Pasal 72

Jika ada kebutuhan dana yang bersifat mendesak yang tidak dapat ditunda dan
pembayarannya tidak dapat digunakan dengan pembayaran langsung dan atau
uang persediaan tidak mencukupi atau kebutuhan dana yang mendesak dalam
satu bulan tersebut melebihi jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan,
PA/KPA dapat menerbitkan SPM TU, jumlah dana yang diminta dalam SPM TU
harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis harus disetor
kembali melalui rekening kas daerah sesuai program kegiatan serta rincian kode
rekening.

Pengajuan SPM TU harus menyertakan rencana penggunaan dana dan Surat
Pernyataan Tanggungjawab PA/KPA.

Batas jumlah pengajuan TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
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Besaran TU per permintaan maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu
SKPD.

Pengajuan SPM TU harus melampirkan surat keterangan yang memuat
penjelasan keperluan penggunaan tambahan uang secara riil sesuai rincian
objek beberapa program kegiatan.

Pertanggungjawaban penggunaan Tambah Uang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan, maka PA/KPA dapat
mengajukan SPM TU kembali apabila mendesak dan setelah menihilkan SPM
TU sebelumnya.

Apabila Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam satu bulan, sisa dana

yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Daerah,

dikecualikan untuk.

a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan (maka PA/KPA
menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD Bidang Akuntansi
sebelum menihilkan dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil);

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan
yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA (maka PA/KPA
menyampaikan surat keterangan kepada kuasa BUD sebelum menihilkan
dan dilampirkan pada SPM-TU Nihil).

Apabila ketentuan pada ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) tidak dipenuhi, kepada
SKPD yang bersangkutan diberikan teguran secara tertulis.

Apabila dalam jangka waktu 15 hari setelah surat teguran disampaikan belum
juga memenuhi ketentuan ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) maka kepada SKPD
tersebut tidak lagi diberikan Tambahan Uang sepanjang sisa tahun anggaran
berkenaan (hanya bagi kegiatan-kegiatan yang tidak dapat memenuhi ayat (2),
(3), (4), (5), (6) dan (7) dalam SKPD tersebut).

Untuk pengajuan SPP-TU dan SPM-TU berikutnya harus terlebih dahulu
menyampaikan SPP-TU, SPM-TU NIHIL yang melampirkan pengesahan
pertanggungjawaban oleh PA/KPA serta keterangan SPJ dari BUD Bidang
Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, rekapitulasi atas
belanja TU sebelumnya dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
untuk diterbitkan SP2D Nihil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 6
Pembayaran Langsung (LS)

Pasal 73

Pembayaran dengan mekanisme langsung kepada pihak ketiga oleh PA/KPA
dapat diterbitkan dengan SPM LS.

Semua pengeluaran yang tidak termasuk dalam mekanisme pengeluaran
UP/GU/TU harus digunakan dengan mekanisme pembayaran Langsung.

Pembayaran dengan mekanisme langsung dapat dilakukan antara lain untuk
keperluan:
a. belanja Pegawai pada Belanja Operasi;

b. belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Bantuan Sosial kecuali yang
jumlahnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
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c. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Gaji Induk, jangka waktu
penerbitan SP2D dapat diproses sejak SPM/SPP Gaji Induk diterima
lengkap, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan
berikutnya. Dalam hal tanggal 1 (satu) bulan berikutnya libur atau
dinyatakan hari libur maka penyampaian SPM/SPP Gaji Induk paling
lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan berikutnya; dan

d. pembayaran pokok pinjaman yang jatuh tempo, biaya bunga dan biaya
administrasi pinjaman.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Belanja Daerah

Pasal 74

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan
wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah
atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-
undangan.

Belanja Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan
minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
a. belanja operasi;

b. belanja modal,

c. belanja tidak terduga; dan

d. belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan
pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan
pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf ¢ merupakan
pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk
keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan
pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
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Paragraf 1
Belanja Operasi
Pasal 75

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf a dirinci
atas jenis:

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e. belanja hibah; dan

f. belanja bantuan sosial.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b dirinci
atas jenis belanja modal.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c
dirinci atas jenis belanja tidak terduga.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf d dirinci
atas jenis:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 76

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a
digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala
Daerah /wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada
belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja Pegawai terdiri dari:

a. belanja Gaji dan Tunjangan ASN;

b. belanja tambahan penghasilan ASN;

c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
ASN;

d. belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan

f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.

o

Pasal 77

Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai
ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh
persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja,
kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
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Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 78

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk
barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga.

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian, serta upaya tertib administrasi
khususnya pengadaan barang/jasa, Pemerintah Provinsi Lampung melakukan
pengawasan dan pengendalian, yaitu:

a. pengawasan dan pemeriksaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh
aparat pengawasan internal dan eksternal pemerintah;

b. pengendalian administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang
diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung melalui pemantauan realisasi pengadaan barang/jasa,
dan laporan kinerja penyedia barang/jasa;

c. PA/KPA wajib menyusun dan mengumumkan rencana umum pengadaan
barang/jasa (RUP) diawal tahun anggaran senilai total pagu pengadaan
tahun anggaran berjalan;

d. PA/KPA wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa setiap triwulan
kepada Gubernur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung;

e. pejabat Pembuat Komitmen wajib mengisi data kontrak pada aplikasi
sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada LPSE Provinsi Lampung;

f. dalam pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa, Biro
Adminstrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dapat
melaksanakan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sesuai dengan
kebutuhan pada setiap rencana pengadaan atau pemilihan penyedia
barang/jasa pada SKPD; dan

g. PA/KPA diwajibkan menilai kinerja penyedia barang/jasa untuk masing-
masing hasil pekerjaan yang dilaksanakan penyedia barang/jasa yang
bersangkutan, dan menyampiakan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya administrasi untuk mendukung

pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBD, yaitu:

a. honorarium pengguna  barang/jasa, Pokja/Pejabat  Pengadaan,
bendaharawan, dan staf pelaksana program/kegiatan/paket pekerjaan
sesuai Peraturan yang berlaku;

b. penggandaan dokumen pengadaan barang/jasa dan/atau dokumen
prakualifikasi;

c. administrasi lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah
sebagai berikut:



(6)

(7)

(8)

(10)

-45-

a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan
kegiatan/usaha;

b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk
menyediakan barang/jasa;

c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak
sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama
perusahaaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana yang dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;

d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;

e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban
perpajakan tahun terakhir;

f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh paling
kurang 1 (satu) pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman sub kontrak, kecuali
penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

g. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang
diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;

h. tidak masuk dalam daftar hitam;

1. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos; dan

j- khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya
sama dengan di atas kecuali huruf f;

k. persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir
sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan untuk pengadaan
langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.

Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan jasa

konsultansi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian
kewajiban pajak;

b. lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah
diakreditasi oleh instansi yang berwenang atau yang lulus ujian negara, atau
perguruan tinggi luar negeri yang ijasahnya telah disahkan/diakui oleh
instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi;

c. mempunyai pengalaman di bidangnya.

Pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah/Institusi dilarang menjadi

penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar

tanggungan negara.

Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan
kepentingan dilarang menjadi penyedia barang/jasa.

Terpenuhinya persyaratan penyedia barang/jasa dinilai melalui proses
Tender/Seleksi oleh Pokja/Pejabat Pengadaan

Dalam rangka pembayaran/pencairan uang terhadap hasil pengadaan
barang/jasa dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU
sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dilengkapi dengan
bukti pembelian (nota) dan bukti kas pengeluaran (BKP);

b. nilai pembelian/pengadaan barang/jasa, baik melalui UP, GU, dan TU
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima
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puluh juta rupiah) dilengkapi dengan surat pemesanan, bukti pembelian
(nota), Kuitansi, dan bukti kas pengeluaran (BKP);

c. untuk pengadaan jasa konsultansi selain dokumen yang telah ditentukan di
atas, juga melampirkan laporan dan hasil pekerjaan;

d. nilai pengadaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibebani materai
Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk nilai pengadaan di bawah Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak dibebani materai,

e. untuk jasa kegiatan pengadaan pekerjaan konstruksi secara
pelelangan /penunjukan langsung vang dikontrakkan (kontraktual)
dilengkapi dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan oleh pihak
kegiatan/direksi bersama sama konsultan supervise (jika ada konsultan
supervisi), untuk selanjutnya dilakukan:

a) Serah Terima Pertama Pekerjaan (Progress Hand Over
Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) diketahui oleh Pengguna
Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b) Serah Terima Kedua Pekerjaan (Final Hand Oven
Setelah masa pemeliharaan selesai dibuatkan Berita Acara Serah Terima
Kedua (FHO) yang dibuat oleh (P2K) diketahui oleh Pengguna Anggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan jaminan pemeliharaan
dikembalikan kepada penyedia barang/jasa.

Belanja barang dan jasa dalam pelaksanaan penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah, berupa belanja barang habis pakai/tak habis pakai/bekas
pakai, jasa kantor, sewa tanah, peralatan dan mesin, sewa gedung dan
bangunan, sewa jalan/jaringan/irigasi, sewa aset tetap lainnya, jasa
konsultansi konstruksi/non konstruksi, jasa ketersediaan layanan, beasiswa
pendidikan  ASN, kursus/pelatihan/sosialisasi/bimtek/pendidikan dan
pelatihan, insentif bagi Non ASN atas pemungutan pajak/retribusi daerah.

Dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan
akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi
proses pengadaan serta mendukung proses monitoring dan audit pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronik;

Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik
menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung;

SPSE dan system pendukung dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan
Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP)

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi
informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara
elektronik.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik (SPSE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
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(17) Fungsi-fungsi layanan pengadaan secara elektronik meliputi :

a. pengelolaan seluruh system informasi Pengadaan Barang/Jasa dan
infrastrukturnya.

b. pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh system informasi
Pengadaan Barang/Jasa, dan

c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku
kepentingan.

(18) Kedudukan LPSE Provinsi Lampung di jalan RW. Monginsidi No. 69 Teluk

Betung (melekat pada Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda
Provinsi Lampung).

Pasal 79

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf ¢ digunakan
untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban
pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(1)

Pasal 80

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf d
digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha
milik negara, BUMD dan/atau badan usaha mitik swasta, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh
masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan yang menghasilkan
produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta, dan/atau badan
hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan diberikan subsidi
terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan
pertimbangan untuk memberikan subsidi.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
subsidi diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 81

Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf e diberikan
kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik
negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD
sesuali dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 82

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf f
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Belanja Modal

Pasal 83

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b
digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
c. batas minimal kapitalisasi aset.

Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
diatur dalam Perkada.
Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja

modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
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Pasal 84

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf b meliputi:

a.

(2)

belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai,

belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan
mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris
kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya
lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;

belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan
bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai;

belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan,
irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh
Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
dan dalam kondisi siap dipakai;

belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya
mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah
dan da_lam kondisi siap dipakai; dan

belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak
digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi
definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai
tercatatnya.

Pasal 85

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4) huruf a
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Mekanisme pelaksanaan belanja dana bagi hasil pajak kepada kabupaten /kota:

a. semua dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota harus disalurkan
melalui rekening Kas Umum Daerah Provinsi Lampung dan harus masuk ke
rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota serta masuk dalam APBD
kabupaten/kota yang bersangkutan;

b. apabila kabupaten/kota telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD,
maka pemerintah daerah kabupaten/kota harus menyesuaikan alokasi
dana bagi hasil pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang perubahan
APBD atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD;

c. dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota disalurkan per triwulan setiap
tahunnya,;

d. persyaratan pencairan dana bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota
selengkapnya sebagai berikut:
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a) penetapan target triwulanan penerimaan pajak dan retribusi daerah tiap
tahunnya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

b) penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diterbitkan tiap triwulan dengan
Surat Keputusan Gubernur Lampung;

c) dengan dasar Surat Keputusan Gubernur Lampung tersebut, Badan
Keuangan Daerah selaku PPKD mengajukan Nota Dinas Persetujuan
Pembayaran kepada Gubernur;

d) setelah mendapat persetujuan dari Gubernur, maka PPKD
mempersiapkan proses pencairan anggaran yang meliputi penerbitan
SPD, SPP, SPM dan SP2D; dan

e) pencairan anggaran dimaksud dilakukan dengan mekanisme transfer dari
kas daerah Provinsi Lampung ke rekening kas daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 86

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4)
huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah,
pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan
sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta
alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar daerah provinsi;

b. bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota;

c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di
wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;

d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/
atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau

e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau

khusus.

Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah

penerima bantuan.

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan

pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau

anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
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Mekanisme pencairan belanja bantuan kepada kabupaten/kota dilakukan

sebagai berikut:

a. semua bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada
Kabupaten/Kota harus disalurkan melalui rekening kas umum daerah dan
harus masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

b. apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda APBD, maka untuk
mempercepat pelaksanaan, kegiatan/bantuan dilaksanakan dengan
mekanisme mendahului perubahan APBD selanjutnya dimasukkan dalam
perubahan APBD tahun anggaran berkenaan. Apabila Kabupaten/Kota
telah menetapkan Perda Perubahan APBD, maka kegiatan/bantuan
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan
selanjutnya dilaporkan dan dimasukkan dalam pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD tahun anggaran berkenaan;

c. pencairan dana bantuan keuangan dilakukan secara bertahap sesuai
dengan kebutuhan, jadwal kegiatan, dan ketersediaan dana;

d. persyaratan pencairan dana paling tidak harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
1. membuat surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh
Bupati/Walikota;
2. memiliki rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
3. Kwitansi bermaterai rangkap 6 (enam) lembar;
4. Proposal rencana anggaran belanja, jadwal dan lokasi kegiatan.

e. semua pelaksanaan kegiatan/bantuan harus diselesaikan pada tahun
anggaran yang bersangkutan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran, maka Pemerintah Provinsi dapat melakukan
penghentian pencairan dana bantuan;

f. surat permohonan Bupati/Walikota disampaikan kepada Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan;

g. berdasarkan persetujuan Gubernur, PPKD mempersiapkan proses
pencairan anggaran, yang meliputi penerbitan SPD, SPP dan SPM, dan
SP2D; dan

h. pencairan anggaran bantuan keuangan melalui mekanisme transfer dari kas
daerah kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Belanja Tidak Terduga

Pasal 87

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4) huruf c
merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran
atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak

mencukupi, menggunakan:
a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya
serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
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b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Pasal 88

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundangundangan; dan/atau

c. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.
Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia
anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk
kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
biasa.

Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau
kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia
anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan
terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Pasal 89

Transaksi pengeluaran kas di atas Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk
tiap transaksi per penerima pembayaran dilakukan secara non tunai.
Pengeluaran transaksi non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pembayaran atas beban APBD oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada setiap
penerima hak sesuai dengan besaran nilai nominal yang ada dalam Bukti Kas
Pengeluaran (BKP).
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BAB IV
PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 90

Penerimaan kas terdiri dari:

potongan Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
potongan Asuransi Kesehatan;

potongan PPh;

potongan PPN; dan

potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri.

a.

b.
E.
d
e

Pasal 91

Pengeluaran kas terdiri dari:

penyetoran Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri;
penyetoran Asuransi Kesehatan;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN; dan

penyetoran Potongan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri

a.

b.
c
d
e

(1)

Pasal 92

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yaitu:

a.

Potongan Taspen:

Dilakukan pada saat pembayaran gaji induk, gaji susulan, terusan gaji dan
kekurangan gaji. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah akan memungut
luran Wajib Pegawai (IWP) dan Askes Pegawai dengan cara memotong
sebesar 10% dari gaji PNS setiap bulan untuk Iuran Wajib Pegawai (IWP).
Dari 10% potongan gaji tersebut 8% diantaranya ditujukan untuk Taspen
dengan rincian 4,75% untuk Iuran Pensiun dan 3,25% untuk tabungan hari
tua;

Potongan Askes:

Terhadap potongan Askes juga dilakukan pada Iuran Wajib Pegawai (IWP)
10% dari gaji PNS setiap bulannya dengan pembagian 2% dari IWP 10%
tersebut diperuntukkan bagi luran Pemeliharaan Kesehatan PNS;

Potongan PPH:

Potongan PPh dilakukan pada gaji PNS setiap bulannya dengan potongan
yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan ditanggung oleh
Pemerintah. Apabila tidak memiliki NPWP maka terdapat tambahan PPh
Pasal 21 yang tidak ditanggung oleh Pemerintah;

Potongan PPN:

Potongan PPN terhadap Gaji Pegawai tidak dilakukan karena terhadap Gaji
PNS hanya diberlakukan potongan PPH Pasal 21; dan

Potongan Tabungan Perumahan Pegawai:

Potongan Tabungan Perumahan Pegawai sesuai dengan pangkat/golongan
pegawali.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu:
a. Penyetoran Taspen:

Selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk
selanjutnya disetorkan ke Kas Negara,

Penyetoran Askes:

Kewajiban pembayaran Iuran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Daerah Provinsi atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Daerah (APBD). Penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap
bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;

c. Penyetoran PPH:
Penyetoran PPh terhadap gaji dilakukan bersamaan dengan penyetoran
Taspen dan Askes dan penyetoran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 5
setiap bulannya, melalui Kas Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas
Negara;

d. Penyetoran PPN:
Penyetoran PPN selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya melalui Kas
Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara; dan

e. Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai:

Penyetoran Tabungan Perumahan Pegawai terhadap gaji pegawai selambat-
lambatnya tanggal 5 setiap bulannya sudah disetor ke Kas Negara.

BAB V
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN DAERAH

Pasal 93

« Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank yang telah
ditunjuk setelah kuasa BUD menerima nota kredit yang dilakukan dengan cara,
yaitu:

a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
b. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga; dan

C.

(1)

(3)

(4)

disetor melalui bendahara penerimaan pembantu oleh pihak ketiga.

Bagian Pertama
Prosedur Penerimaan Daerah yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan

Pasal 94

Kepala Badan Pendapatan Daerah yang memiliki wewenang untuk menetapkan
Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah) menerbitkan SKP-Daerah.
Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) ditetapkan oleh
Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang memiliki Anggaran
Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-Daerah dibuat rangkap
tiga, yang didistribusikan kepada:

a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;

b. lembar kedua kepada Bendahara Penerima di SKPD; dan

c. lembar ketiga sebagai arsip di PPKD/SKPD penerbit.

Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan.

Bendahara penerimaan menerima dan menghitung setoran uang dari wajib
pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan
mendistribusikannya masing-masing;:

a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi; dan

b. lembar kedua dan ketiga disimpan untuk arsip bendahara penerimaan.
Bendahara penerimaan kemudian mencatat penerimaan ini kedalam Buku Kas
Umum dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian.
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(6) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian, bendahara penerimaan membuat
STS rangkap tiga yang berisi rincian pendapatan per rincian obyek pendapatan
serta jumlah total pendapatan.

(7) Bendahara penerimaan menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam
tertentu setiap hari kerja dengan menggunakan STS.

"Bendahara penerimaan tidak diperkenankan menyimpan uang tunai lebih dari
1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau
dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran
dimaksud ditetapkan dalam peraturan Gubernur.”

(8) Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.
Bank kemudian menyerahkan:

a. STS lembar kesatu dan kedua yang telah divalidasi kepada bendahara
penerimaan;

b. STS lembar ketiga sebagai arsip bank;

c. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk
dibuat rekapitulasinya.

(9) Berdasarkan STS lembar kesatu dan kedua, bendahara penerimaan kemudian
membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan dan Buku

Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.

(10) Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
Gubernur menunjuk pejabat bendahara penerimaan dan diadakan berita
acara serah terima;

c. apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat
melaksanakan tugas, maka dianggap yang Dbersangkutan telah
mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
penerimaan dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya, dan atau
pasal huruf b tetap berlaku sampai dengan berakhir tahun anggaran.

Bagian Kedua
Prosedur Penerimaan Daerah Yang Disetor Melalui Bendahara Penerimaan
Pembantu

Pasal 95

Dalam hal daerah yang karena kondisi geografis wajib pajak/wajib retribusi tidak
memungkinkan untuk dijangkau, atau dalam hal jumlah pungutan setoran dinilai
terlalu kecil, atau dalam hal pendapatan daerah yang tersebar, penatausahaan
penerimaan daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
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Pasal 96

PPKD selaku BUD (c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah) yang memiliki
wewenang untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah)
menerbitkan SKP-Daerah. Sedangkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-
Daerah) ditetapkan oleh Penguna Anggaran/Kuasa Penguna Anggaran yang
memiliki Anggaran Pendapatan Daerah. Dokumen SKP-Daerah dan SKR-
Daerah dibuat rangkap tiga, yang didistribusikan kepada:

a. lembar kesatu kepada wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah;

b. lembar kedua sebagai arsip bendahara penerimaan pembantu di SKPD; dan
c. lembar ketiga sebagai arsip PPKD/SKPD penerbit.

Berdasarkan SKP/SKR yang diterima, wajib pajak daerah/wajib retribusi
daerah menyetorkan uang ke bendahara penerimaan pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu menerima dan menghitung setoran uang dari
wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah serta mencocokkannya dengan arsip
SKP/SKR lembar kedua.

Membuat Tanda Bukti Pembayaran/TBP/Bukti Lain yang sah rangkap tiga dan

mendistribusikannya masing-masing:

a. lembar kesatu untuk wajib pajak/wajib retribusi;

b. lembar kedua sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu yang
nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan; dan

c. lembar ketiga untuk arsip bendahara penerimaan pembantu.

Bendahara penerimaan pembantu kemudian mencatat penerimaan ini kedalam
Buku Kas Penerimaan Pembantu, dan Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian
Pembantu.

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, bendahara
penerimaan pembantu membuat STS rangkap tiga yang berisi rincian
pendapatan per rincian obyek pendapatan serta jumlah total pendapatan.

Menyetorkan uang ke bank selambat lambatnya jam tertentu setiap hari kerja
dengan menggunakan STS.

*Bendahara penerimaan pembantu tidak diperkenankan menyimpan uang tunai
lebih dari 1 x 24 jam. Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit
dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu
penyetoran dimaksud ditetapkan dalam peraturan Gubernur.”

Bank menerima penyetoran uang, memvalidasi STS serta membuat Nota Kredit.

Bank kemudian menyerahkan:

a. STS lembar kesatu sementara disimpan bendahara penerimaan pembantu
yang nantinya akan diserahkan untuk arsip bendahara penerimaan;

b. STS lembar kedua yang telah divalidasi kepada bendahara penerimaan
pembantu;

c. STS lembar ketiga sebagai arsip Bank;

d. Nota Kredit/Bukti Transfer kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan
pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung untuk
dibuat rekapitulasinya.

Berdasarkan STS lembar kedua, bendahara penerimaan pembantu kemudian

membukukan penyetoran ini dalam Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu

dan Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan.
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(10) Bendahara Penerimaan Pembantu mempertanggungjawabkan penerimaan yang

dikelolanya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan Pembantu/SPJ Penerimaan kepada Bendahara Penerimaan setiap
bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Pasal 97

Pelaksanaan pertanggungjawaban penerimaan daerah dilakukan oleh bendahara
penerimaan /bendahara penerimaan pembantu

(1)

(2)

3)

(4)

(7)

Pasal 98

Bendahara  penerimaan pembantu  wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban dimaksud dilampiri
dengan:

a. Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu;

b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;

c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu; dan

d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

Bendahara penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan milik bendahara penerimaan pembantu.

Atas dasar bukti penerimaan dan pencatatan yang ada dan laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu, bendahara penerimaan
secara periodik membuat laporan pertanggungjawaban administratif kepada
Kepala SKPD melalui PPK-SKPD. Bendahara Penerimaan juga membuat laporan
pertanggung-jawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD
c.q. Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung setelah diotorisasi PA paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan yang disampaikan dilampiri dengan:
a. Buku Kas Umum;

b. Buku Pembantu Per Rincian Obyek Pendapatan,

c. Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian ;dan

d. Copy SKP/SKR, bukti penerimaan dan penyetoran yang sah.

Laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu dibuat
rangkap 2 (dua) dan disampaikan:

a. lembar kesatu kepada Bendahara Penerimaan;

b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan Pembantu.

Laporan pertanggungjawaban administratif bendahara penerimaan dibuat

rangkap 2 (dua) dan disampaikan:

a. lembar kesatu kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD; dan

b. lembar Kedua sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

Laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara penerimaan dibuat

rangkap 4 (empat) dan disampaikan:

a. lembar kesatu kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;



(8)

(9)

(10)

(11)

-58-

b. lembar Kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akutansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. lembar Ketiga kepada PPK-SKPD; dan

d. lembar Keempat sebagai arsip Bendahara Penerimaan.

Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD melakukan verifikasi,
evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan
pada SKPD yang paling lambat dikirimkan tanggal 10 bulan berikutnya dalam
rangka rekonsiliasi penerimaan. Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi
dan analisis diatur dalam peraturan Gubernur.

PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan
sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh
bendahara penerimaan pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan.

Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud dalam butir i dan j dituangkan dalam
berita acara pemeriksaan kas yang disertai dengan register penutupan kas.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAH

Pasal 99

Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak
yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam
lembaran daerah.

Pengeluaran kas tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau
keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD

Pasal 100

Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran APBD ditetapkan, Kepala SKPD segera melakukan proses menyusunan
DPA-SKPD.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 101

Berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD masing-masing
Kepala SKPD dan SKPKD menyusun DPA-SKPD dan DPA-SKPKD.

DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) selaku PPKD untuk disahkan oleh Kepala BPKAD setelah
mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

Sebelum disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk disetujui, dilakukan
verifikasi DPA-SKPD.

Verifikasi DPA-SKPD dilakukan oleh PPKD (Bidang Anggaran), dibantu oleh
anggota/unsur TAPD.
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Kepala SKPD menyempurnakan DPA-SKPD berdasarkan hasil verifikasi TAPD,
dan menyampaikan hasil penyempurnaan kepada Tim Verifikasi untuk
disetujui. Persetujuan Tim Verifikasi dilakukan dengan memaraf masing-
masing dokumen DPA-SKPD.

Hasil penyempurnaan DPA-SKPD disampaikan kepada Kepala BPKAD (PPKD)
untuk diproses lebih lanjut pengesahannya.

Bagian Kedua
Penyusunan Anggaran Kas

Pasal 102

Anggaran Kas disusun berdasarkan perkiraan penerimaan daerah setiap bulannya
dengan perkiraan pengeluaran daerah setiap bulannya.

(1)
(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

(1)

(2)

Pasal 103

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD dan

jadwal pelaksanaan kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD paling

lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama 2 (dua)

hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

a. sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan dana dalam
DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi, menyusun

rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah daerah kepada

PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah daerah

yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari sejak dokumen

rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.

Bagian Ketiga
Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Pasal 104

SPD dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas. Manajemen kas adalah
kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap
SKPD, BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemerintah
Daerah dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. SPD digunakan untuk
penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu.

Pengajuan SPD oleh SKPD didasarkan oleh Anggaran Kas dengan
mempertimbangkan:

a. ketersediaan dana di kas daerah; dan

b. prioritas belanja daerah dengan mengutamakan prinsip efektif dan efesien.
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Untuk mengakomodasi belanja atas kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat
dan harus dilaksanakan sebelum DPA-SKPD disahkan, PPKD selaku BUD
membuat SPD-nya tanpa menunggu DPA disahkan.

Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas
pemerintah daerah;

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD
untuk disahkan; dan

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala SKPD.

Perangkat Daerah wajib untuk mengambil SPD yang telah dilegalisir.

Pasal 105

Berdasarkan Anggaran Kas dan DPA, Kepala SKPD mengajukan permohonan

penerbitan SPD kepada PPKD selaku BUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SPD untuk belanja pegawai untuk belanja gaji dan tunjangan diajukan tiap
bulan;

b. SPD untuk belanja pegawai selain gaji dan tunjangan diajukan sesuai
dengan kebutuhan; dan

c. SPD untuk belanja daerah untuk sub kegiatan diajukan sesuai dengan
kebutuhan;

Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD menerima Surat Permohonan
Penerbitan SPD, kemudian memeriksa kebenaran jumlah permohonan
penerbitan SPD tersebut dengan jumlah menurut DPA dan Kartu Pengawasan
Penyediaan Dana untuk memastikan masih tersedia dana dalam DPA SKPD
yang bersangkutan serta mengecek ketersediaan dana dalam Kas Daerah
melalui Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD.

Jika tidak benar, maka surat permohonan tersebut dikembalikan kepada
Kepala SKPD. Jika benar, maka Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD
Provinsi Lampung menyiapkan konsep SPD dan diserahkan ke PPKD selaku
BUD untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan.

PPKD selaku BUD, melakukan evaluasi atas konsep SPD yang diterima dari
kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Daerah Provinsi Lampung.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep SPD. PPKD selaku BUD kemudian menandatangani dan
menyerahkan konsep SPD kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SPD.

Kuasa BUD menyiapkan SPD dan lampirannya dalam rangkap 5 kemudian
diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi.

SPD yang telah diotorisasi PPKD selaku BUD selanjutnya dikirimkan kepada:

a. Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD
lembar ke-1);

b. Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung
(SPD lembar ke-2);

c. Inspektorat (SPD lembar ke-3);

d. Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung (SPD
lembar ke-4); dan

e. Kepala SKPD (SPD lembar ke-5), untuk selanjutnya digunakan sebagai
dasar pengajuan SPM;

Berdasarkan SPD lembar ke-1, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD

Provinsi Lampung mencatatnya dalam Register SPD dan Kartu Pengawasan
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Penyediaan Dana dan Kartu Pengawasan Penyediaan Dana per Kegiatan.

Pada akhir hari kerja, Kuasa BUD c.q. Bidang Anggaran pada BPKAD Provinsi
Lampung mengisi data Kartu Pengawasan Dana Tersedia untuk Penerbitan SPD
sebagai dasar penerbitan SPD di hari berikutnya.

Berdasarkan SPD lembar ke-2 Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Provinsi Lampung membukukan SPD ke Kartu Pengawasan Penyediaan
Dana dan Realiasi Anggaran.

Bagian Keempat
Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

Pasal 106

SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan PPTK, atau bendahara khusus bantuan untuk
mengajukan permintaan pembayaran.

Pasal 107

Jenis-jenis SPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 106 adalah:

a.

b.

SPP Uang Persediaan (SPP-UP), dipergunakan untuk mengisi uang persediaan

(UP) tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam setahun;

SPP Ganti Uang (SPP-GU), dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah

terpakai;

SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dipergunakan hanya untuk permintaan

tambahan wuang, apabila ketersediaan saldo UP tidak cukup untuk

membiayainya;

SPP Langsung (SPP-LS), dipergunakan untuk pembayaran langsung dengan

jumlah yang telah ditetapkan. SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi:

1. gaji dan tunjangan;

2. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari RKUD ke

rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji dan tunjangan

dikategorikan sebagai belanja LS dengan pertimbangan transfer dananya

dilakukan langsung dari RKUD ke penerima (tanpa melalui rekening bendahara

pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu).

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran antara lain:

1. hibah berupa uang;

bantuan sosial berupa uang;

bantuan keuangan;

subsidi;

bagi hasil;

belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang

terjadi pada tahun anggaran sebelumnya; dan

pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan rekomendasi

APIP dan/atau rekomendasi BPK.
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SPP UP/GU/TU/LS disiapkan dalam satu berkas pengajuan SPP yang terdiri
dari:

Surat Pengantar SPP;

Ringkasan SPP;

Rincian SPP;

Salinan SPD/SK Uang persediaan; dan

Dokumen lain yang diperlukan.

e G ha B

Paragraf 1
Pengajuan SPP UP

Pasal 108

Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan
besaran nilai uang persediaan yang diajukan dan ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan bagi SKPD.

Untuk mengajukan SPP-UP, berkas pengajuan SPP-UP harus dilampiri dengan
konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa uang
yang diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
selain uang persediaan.

Bendahara pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian UP yang
dikelolanya kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD untuk kelancaran
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 109

Mekanisme dan prosedur pengajuan SPP-UP oleh SKPD ditetapkan sebagai berikut:

a.

Berdasarkan SPD dan/atau yang disamakan yang diterima dari PA dan

memperhatikan anggaran dalam DPA-SKPD, bendahara pengeluaran

menyiapkan SPP-UP beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan dan

memperhatikan tanggal dan nomor SPP sesuai urutan;

Berkas SPP-UP kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas

penerima SPP;

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-UP dan

mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas  penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk

melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-UP sesuai dengan check

list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list

kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima

SPP-UP berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

Berkas pengajuan SPP-UP yang telah lengkap beserta check list kelengkapan

berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP

kepada PPK-SKPD;

PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-UP meliputi:

1. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;dan

2. Memeriksa jumlah rupiah SPP-UP sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dalam peraturan Gubernur;

Dalam hal dokumen SPP tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD menyiapkan

konsep surat penolakan penerbitan SPM-UP selambat-lambatnya 1 hari sejak
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berkas SPP-UP diterima dan mengembalikan berkas SPP-UP kepada bendahara

pengeluaran untuk diperbaiki;

Dalam hal dokumen SPP-UP telah lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD

menyiapkan SPM-UP selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-UP

dinyatakan lengkap dan sah, disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab

PA untuk mendapatkan otorisasi PA;

Berkas SPP-UP dibuat 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut:

1. SPP-UP lembar 1 (Asli) dan lembar 2 untuk Kuasa BUD;

2. SPP-UP lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. SPP-UP lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan

4. SPP-UP lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan SPP-UP lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan

SPP-UP dalam register SPP.

Paragraf 2
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-GU

Pasal 110

Persiapan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
Besarnya penggantian uang persediaan (pengisian kembali UP) yang dapat diajukan
adalah setelah dana UP dipergunakan sekurang-kurangnya 80% dari dana UP yang
diterima sesuai dengan penyediaan dana (SPD).

Pasal 111

Untuk mengajukan SPP-GU, berkas pengajuan SPP-GU harus dilampiri dengan:

a.

Surat pernyataan tanggungjawab PA yang menyatakan bahwa uang yang
diminta tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain
ganti uang persediaan;

Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ- Administratif) atas
penggunaan dana UP/GU sebelumnya beserta lampiran dan bukti-bukti
pendukungnya;

Ringkasan SPP-GU;

Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan sub rincian
objek; dan

Surat keterangan dari BPKAD melalui Bidang Akuntansi.

Pasal 112

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-GU dilakukan sebagai berikut :

a.

Bendahara pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-GU yang akan
diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-SKPD. Jika
ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;

Berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan SPJ serta salinan
DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-GU beserta lampirannya
dalam satu berkas pengajuan;

Berkas SPP-GU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD melalui petugas
penerima SPP;
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Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-GU dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-GU sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-GU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

Berkas pengajuan SPP-GU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD;

PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP-GU meliputi:

1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-GU beserta
lampiran dan bukti-bukti pendukung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran,

Dalam hal dokumen SPP-GU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD
menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-GU selambat-lambatnya
1 hari sejak berkas SPP-GU diterima dan mengembalikan berkas SPP-GU
kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

Dalam hal berkas pengajuan SPP-GU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD
menyiapkan Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
(lihat dalam prosedur pertanggungjawaban bendahara pengeluaran) dan
Konsep SPM-GU untuk diotorisasi PA;

PA melakukan evaluasi atas konsep Surat Pengesahan Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran dan konsep SPM-GU yang diterima dari PPK-SKPD.
Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang diperlukan dituangkan
dalam lembar konsep. PA kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep
Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan konsep
SPM-GU untuk diterbitkan SPM-GU,;

Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan SPP-GU

dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi :

1. Lembar 1 untuk PA atau PPK-SKPD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran;

Berdasarkan SPP-GU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-GU dalam register SPP; dan

Penyiapan SPM-GU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-GU
dinyatakan lengkap dan sah;
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Paragraf 3
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-TU

Pasal 113

Pengajuan SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu setelah menerima pemberitahuan tentang keperluan dana untuk
pelaksanaan kegiatan yang mendesak harus dilaksanakan dari PPTK, sementara
dana UP/GU tidak cukup untuk membiayai kegiatan berkenaan.

Pasal 114

Untuk mengajukan SPP-TU, berkas pengajuan SPP-TU harus dilampiri dengan:

konsep surat pernyataan tanggung jawab PA yang menyatakan bahwa:

1. dana tambahan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak
yang akan habis digunakan dalam 1 (satu) bulan;

2. apabila terdapat sisa dana TU, harus disetorkan ke rekening Kas Daerah;
dan

3. tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara
langsung.

surat keterangan yang memuat rincian rencana penggunaan dana tambahan

uang dari PA/KPA;

rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir pada SKPD (jika diperlukan);

surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atas penggunaan dana TU
sebelumnya;

surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU secara rinci setiap
program, kegiatan dan rincian objek;

PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan didanai TU,
berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD, untuk memastikan bahwa
kebutuhan dana tersebut memenuhi persyaratan pengajuan permintaan
belanja TU, yaitu:

1. kegiatan yang bersifat mendesak; dan

2. tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UP/GU.

PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU sebagai syarat
pengajuan permintaan belanja TU yang didokumentasikan dalam Daftar
Rincian Rencana Belanja TU. PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian
Rencana Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan persetujuan;
setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU kepada PPKD; dan

batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapatkan persetujuan dari PPKD,
dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan belanja TU yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 115

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-TU adalah sebagai berikut:

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu memastikan bahwa
jumlah SPP-TU yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam
SPD dan DPA-SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih
dahulu harus mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui PA;
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berdasarkan SPD lembar kesatu yang diterima dari PA dan salinan DPA-SKPD,

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan SPP-

TU beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

berkas SPP-TU kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

melalui petugas penerima SPP;

petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-TU dan

mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu untuk melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan

SPP-TU sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list

kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima

SPP-TU berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

berkas pengajuan SPP-TU yang telah lengkap beserta check list kelengkapan

berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP

kepada PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD;

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP

meliputi:

1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP-TU beserta
lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

2. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran.

dalam hal dokumen SPP-TU tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM-TU selambat-

lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-TU diterima dan mengembalikan berkas

SPP-TU kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

dalam hal berkas pengajuan SPP-TU telah lengkap dan sah, PPK-SKPD

menyiapkan Konsep SPM-TU untuk diotorisasi Pengguna Anggaran,;

Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-TU yang diterima

dari PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi

yvang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran

kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-TU untuk

diterbitkan SPM-TU;

SPP-TU dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:

1. Lembar 1 (Asli) dan Lembar 2 untuk Kuasa BUD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang akuntansi pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

berdasarkan SPP-TU lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan

SPP-TU dalam register SPP;

penyiapan SPM-TU selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-TU dinyatakan

lengkap dan sah;

dalam hal telah dipertanggungjawabkannya Tambahan Uang (TU) selambat-

lambatnya satu bulan dari diterimanya, maka untuk menetralkan uang

persediaan (UP) bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu

mengajukan SPP, SPM-TU Nihil yang harus dilampiri dengan:
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Pengantar;

Rekapitulasi belanja;

Bukti-bukti pengeluaran yang sah;

Pengesahaan pertanggungjawaban; dan

Rekomendasi persetujuan SPJ dari kuasa BUD Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Bidang Akuntansi.

I N

Paragraf 4
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Pasal 116

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan dilakukan oleh bendahara
pengeluaran.

Pasal 117

Pengajuan SPP-LS untuk pembayaran gaji/tunjangan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 116 melampirkan dokumen:

a. Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka Wafat/Tewas;

b. SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Kenaikan Gaji Berkala;
c. Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan,
Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

Daftar Keluarga (KP4), Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy Akte Kelahiran, SKPP;
Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas;

Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah, Surat Pindah, Surat Kematian; dan
SSP PPh Pasal 21.

@S a

Pasal 118

Kelengkapan tersebut diatas sesuai peruntukannya. Jika SKPD belum menggunakan
software aplikasi gaji, daftar gaji induk/gaji susulan/kekurangan gaji disiapkan oleh
Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Provinsi Lampung.

Pasal 119

Secara rinci prosedur pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan adalah sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran memastikan bahwa jumlah SPP-LS Gaji dan Tunjangan
yang akan diajukan didukung dengan ketersediaan dana dalam SPD dan DPA-
SKPD. Jika ternyata tidak tersedia dana dalam SPD, terlebih dahulu harus
mengajukan permohonan SPD kepada Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran;

b. Berdasarkan Daftar Gaji Induk/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Uang Duka
Wafat/Tewas yang diterima dari Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada
BPKAD Provinsi Lampung, dan memperhatikan ketersediaan dana dalam SPD
dan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan SPP-LS Gaji dan
Tunjangan beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

c. Berkas SPP-LS Gaji dan Tunjangan kemudian diserahkan kepada PPK-SKPD
melalui petugas penerima SPP;

d. Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS Gaji
dan Tunjangan dan mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;
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e. Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran untuk
melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan
sesuai dengan check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

L Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-LS Gaji dan Tunjangan berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP;

g. Berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan yang telah lengkap beserta check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas
penerima SPP kepada PPK-SKPD;

h. PPK-SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP meliputi:

1. memeriksa secara rinci kelengkapan dan keabsahan SPP- LS Gaji dan
Tunjangan beserta lampiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

2. memeriksa Kketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa jumlah SPP yang diajukan tidak melampaui
batas pagu anggaran.

i.  Dalam hal dokumen SPP-LS Gaji dan Tunjangan tidak lengkap dan/atau sah,
PPK-SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM- LS Gaji dan
Tunjangan selambat-lambatnya 1 hari sejak berkas SPP diterima dan
mengembalikan berkas SPP kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

1 Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan telah lengkap dan sah,
PPK-SKPD menyiapkan Konsep SPM- LS Gaji dan Tunjangan untuk diotorisasi
Pengguna Anggaran;

k. Pengguna Anggaran melakukan evaluasi atas konsep SPM-LS Gaji dan
Tunjangan yang diterima dari PPK-SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan,
koreksi yang diperlukan dituangkan dalam lembar konsep. Pengguna Anggaran
kemudian menandatangani dan menyerahkan konsep SPM-LS Gaji dan
Tunjangan untuk diterbitkan SPM- LS Gaji dan Tunjangan;

I.  SPP-LS Gaji dan Tunjangan dibuat dalam rangkap 4 dengan distribusi:

1. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran atau PPK-SKPD;

2. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan

4. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran.

m. Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran mencatat penerbitan
SPP-LS dalam register SPP; dan

n. Penyiapan SPM-LS Gaji dan Tunjangan selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas
SPP-LS Gaji dan Tunjangan dinyatakan lengkap dan sah;

Paragraf 5
Mekanisme dan Prosedur Pengajuan SPP LS
Kepada Pihak Ketiga Atas Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 120

Penyiapan dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa
kepada pihak ketiga dilakukan oleh PPTK-SKPD/PPTK unit SKPD yang menangani
kegiatan pengadaan barang/jasa bersangkutan untuk disampaikan kepada
bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
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Pasal 121

Berkas pengajuan SPP-LS untuk pembayaran pengadaan barang/jasa kepada pihak
ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 harus dilampiri dengan syarat-syarat
berupa dokumen pengadaan barang dan jasa antara lain:

a.

B o
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b

Salinan Surat Penyediaan Dana;

Faktur pajak ditandatangani Wajib Pajak;

SSP yang ditandatangani Bendahara Pengeluaran SKPD;

Kontrak/SPK antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pihak ketiga
yang mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

Berita Acara Serah Terima/Pekerjaan/Barang/Jasa;

Berita Acara Pembayaran;

Berita Acara Prestasi Kerja;

Berita acara jaminan uang muka dan pemeliharaan;

Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani oleh pihak ketiga,
Bendahara, PPTK/atau penerima barang diketahui PA/KPA,;

Surat jaminan bank;

Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta
unsur panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan
diluar wilayah kerja;

Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK
apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;

Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan/hasil jasa;
Potongan BPJS Ketenagakerjaan (potongan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan);

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan
biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri
dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pertahapan waktu
pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti
pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran; dan

Khusus untuk belanja modal, belanja hibah, jasa konsultan perencanaan fisik,
jasa konsultan pengawasan fisik dan belanja pemeliharaan melampirkan surat
keterangan dari BPKAD melalui Bidang Aset.

Pasal 122

Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yang
diajukan tidak lengkap, bendahara pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS
kepada PPTK untuk dilengkapi.

(1)

(2)

Pasal 123

Berdasarkan tagihan dari pihak ketiga, PPTK menyiapkan syarat-syarat
pembayaran berupa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa seperti
tersebut diatas untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran;

Dokumen pengadaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang dan Jasa,
Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan/barang/jasa di buat sekurang-kurangnya rangkap lima dan
disampaikan kepada:

a. asli dan satu tembusan untuk lampiran SPP;
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b. masing-masing satu tembusan untuk pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan pihak ketiga/rekanan; dan
c. satu tembusan untuk PPTK.

Berdasarkan SPD dan salinan DPA-SKPD, bendahara pengeluaran menyiapkan
SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ketiga
beserta lampirannya dalam satu berkas pengajuan;

Berkas SPP-LS beserta lampirannya kemudian diserahkan kepada PPK-
SKPD/PPK unit SKPD melalui petugas penerima SPP;

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas pengajuan SPP-LS dan
mengisi check list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP dapat meminta bendahara pengeluaran/PPTK untuk

melengkapi kekurangan dalam berkas pengajuan SPP-LS sesuai dengan check
list kelengkapan berkas pengajuan SPP;

Petugas penerima SPP kemudian memberi tanda tangan pada check list
kelengkapan berkas pengajuan SPP, membuat/menandatangani tanda terima
SPP-LS berkenaan dan mencatatnya dalam register SPP

Berkas pengajuan SPP-LS yang telah lengkap beserta check list kelengkapan
berkas pengajuan SPP selanjutnya diserahkan oleh petugas penerima SPP
kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD;

PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan pengujian atas berkas pengajuan SPP

meliputi:

a. memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP-LS pengadaan barang dan
jasa untuk pembayaran Pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA-SKPD untuk
memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu
anggaran; dan

c. memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama
orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);

2. nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakan dengan
prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam
kontrak ); dan

3. jadwal waktu pembayaran apakah sesuai dengan bunyi kontrak.

Dalam hal dokumen SPP- LS tidak lengkap dan/atau sah, PPK-SKPD/PPK unit
SKPD menyiapkan konsep surat penolakan penerbitan SPM selambat-
lambatnya 1 hari sejak berkas SPP-LS diterima dan mengembalikan berkas SPP-
LS kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki;

Dalam hal berkas pengajuan SPP-LS telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK
unit SKPD menyiapkan konsep SPM-LS untuk diotorisasi Kepala SKPD selaku
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,;

Kepala SKPD melakukan evaluasi atas konsep SPM- LS yang diterima dari PPK-
SKPD/PPK unit SKPD. Apabila ditemukan adanya kesalahan, koreksi yang
diperlukan dituangkan dalam Ilembar konsep. Kepala SKPD kemudian
menandatangani dan menyerahkan konsep SPM- LS untuk diterbitkan SPM-
LS;

SPP-LS barang dan jasa untuk pembayaran kepada pihak ke-3 dibuat dalam
rangkap 4 dengan distribusi:
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(15)

£

a. Lembar 1 untuk Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau PPK-
SKPD/PPK unit SKPD;

b. Lembar 2 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;

c. Lembar 3 untuk Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung; dan

d. Lembar 4 untuk arsip Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Berdasarkan SPP-LS lembar 4, Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu mencatat penerbitan SPP-LS dalam register SPP;

Penyiapan SPM-LS selambat-lambatnya 2 hari sejak berkas SPP-LS dinyatakan
lengkap dan sah;

Paragraf 6
Kepada Pihak Ketiga Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan

Pasal 124

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya :

(1)

(2)

3)

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan LS
Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu kepada Keputusan Kepala
Daerah dan dokumen pendukung lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dihitung berdasarkan keputusan kepala

daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh
bendahara pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu memuverifikasi

rencana pembayaran kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan dengan langkah antara lain:

a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa pembayaran kepada
Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

b. meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana untuk pembayaran
kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang akan diajukan telah disediakan;

c. meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan berdasarkan keputusan
Kepala Daerah dan/atau dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu mengajukan Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan

persetujuan permintaan pembayaran LS pihak ketiga lainnya tersebut kepada

PA/KPA melalui PPKSKPD /PPK-Unit SKPD.

Pasal 125

Prosedur pengajuan SPP belanja pengeluaran SKPKD diperlakukan sama seperti
prosedur pengajuan SPP UP/GU/TU atau SPP LS. Sedangkan bukti-bukti
pendukung yang harus dilampirkan adalah:
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(1)

7.

Bukti Kas Pengeluaran (BKP)/Bukti kwitansi yang ditandatangani penerima
diatas materai,

Naskah perjanjian pinjaman/perhitungan bunga dan jadwal pembayaran bunga
hutang;

Hasil audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Naskah perjanjian Hibah;

Surat permohonan/proposal yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur;
Keputusan Gubernur untuk penggunaan dana belanja tak terduga;

Laporan pelaksanaan kegiatan/laporan penggunaan dana yang dibuat oleh
penerima dana; dan

Dokumen lain yang diperlukan.

Bagian Kelima
Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM)

Pasal 126

SPM disiapkan oleh PPK-SKPD/PPK unit SKPD diparaf dan ditandatangani oleh
Kepala SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diserahkan kepada Kuasa BUD.
Jenis-jenis SPM yang disiapkan PPK-SKPD/Kuasa Pengguna Anggaran
tergantung dari  jenis SPP  yang  diajukan oleh bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu atau Bendahara Bantuan pada
SKPKD.

Jenis-jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
SPM-UP;

SPM-GU;

SPM-TU;

SPM-LS gaji/tunjangan;

SPM-LS pengadaan barang dan jasa;

SPM-LS pihak ketiga lainnya; dan

SPM- UP/TU NIHIL.

® o a0 gp

Bagian Keenam
Syarat-Syarat Kelengkapan Penerbitan SPM

Pasal 127

Pengajuan berkas SPM oleh PA/Kuasa PA ditujukan kepada kuasa BUD sebagai
dasar penerbitan SP2D.

Pasal 128

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan
tanggung jawab pengguna anggaran. Besaran uang persediaan yang diminta sesuai
dengan Keputusan Gubernur Lampung tentang Besaran Uang Persediaan masing-
masing SKPD pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 129

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D adalah:

a.
:

Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggararn,
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Surat ringkasan pengeluaran program kegiatan per rincian obyek belanja; dan
Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas belanja sebelumnya yang
di sahkan oleh Kuasa BUD Bidang Akuntansi.

Pasal 130

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah:

a.
b.
c.

Surat Permintaan Membayar pembebanan kode rekening program kegiatan;
Surat Pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran; dan

Surat Keterangan Pengajuan SPM-TU yang berisi tentang rincian rencana
penggunaan tambah uang.

Pasal 131

Kelengkapan Dokumen SPM-LS gaji/tunjangan untuk penerbitan SP2D adalah:

a.

b.

Daftar gaji/gaji susulan/kekurangan gaji yang ditandatangani oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bendahara pengeluaran; dan
Surat-surat keputusan kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar

gaji.

Pasal 132

SPM-LS untuk pembayaran pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/konsultansi/
jasa lainnya kepada pihak Ke-3 untuk penerbitan SP2D adalah:

a.

Lampiran untuk pengajuan SPM LS pengadaan barang/jasa untuk pengajuan
penerbitan SP2D:
1. SPD;
Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
Berita Acara Pemeriksaan Barang;
Berita Acara Serah Terima Barang;
Berita Acara Pembayaran; dan
SSP dan faktur pajak.
Larnplran SPM LS pekerjaan konstruksi untuk pengajuan penerbitan SP2D:
1. Untuk Uang Muka:
a. SPD;
Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
Berita Acara Pembayaran; dan
. Fotocopy Jaminan Uang Muka yang dilegalisir.
2. Untuk Pembayaran secara Letter of Credit/Termin berdasarkan Monthly
Certificate (MC)/Sertifikat Bulanan/Invoice (laporan):
MC;
Laporan Prestasi Pekerjaan/Kemajuan Pekerjaan;
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
Berita Acara Pembayaran; dan
SSP dan Faktur.
3. Untuk Pembayaran Retensi:
a. Sertifikat retensi;
b. Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
c. Berita Acara Pembayaran; dan
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d. SSP dan Faktur.
4. Untuk Pembayaran 100% Pekerjaan:
SPD);
Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
Berita Acara Pemeriksaan;
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
Berita Acara Pembayaran; dan
SSP dan faktur.
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Lampiran SPM LS jasa konsultansi untuk SP2D:

SPD;

Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA;
Surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran;
Berita Acara Pemeriksaan;

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Berita Acara Pembayaran; dan

SSP dan faktur.
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Pasal 133

SPM UP/TU NIHIL

a.

= I -

(1)

surat pengantar mencantumkan nilai SP2D Uang Persediaan (UP) dan Tambah
Uang (TU) SP2D dilampirkan;

pengesahan atas pertanggungjawaban belanja UP/TU;

surat keterangan persetujuan pertanggungjawaban dari kuasa BUD Bidang
Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
tanda bukti setor sisa UP/TU ;

wajib menyampaikan SPM UP NIHIL 2 hari sebelum Tahun Anggaran berakhir;
tanda bukti pengeluaran yang sah;

surat pernyataan tanggung jawab belanja;

pengesahan BLUD atas realisasi pendapatan dan belanja BLUD.

apabila diakhir tahun masih terdapat pendapatan dan belanja BLUD yang
belum dapat disahkan, maka dapat dilakukan pengesahan pada awal tahun
berikutnya.

Bagian Ketujuh
Prosedur Penerbitan SPM

Pasal 134

Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar UP:

a. berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, PPK-
SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian besaran UP
dengan SK Kepala Daerah;

b. dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD menyiapkan
rancangan Perintah Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft
SPM-UP untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran; dan

c. PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) hari
sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk kemudian
disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
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3)
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1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar GU:
a. PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan UP

beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara Pengeluaran

dengan langkah berikut:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan dokumen
perpajakan terkait; dan

4. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ Penggunaan
UP, dan bukti-bukti transaksinya.

apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan

kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) hari sejak

diterimanya SPP-GU.

dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang didokumentasikan

dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama

2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen.

Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar TU:
a. berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang disertai dengan Daftar Rincian Rencana

Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah sebagai berikut:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran,

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan; dan

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU;

dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD /PPK-Unit

SKPD  menyiapkan pengajuan Perintah  Membayar TU yang

didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran; dan

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 (dua) hari

sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:
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1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen.

Ketentuan Pelaksanaan Perintah Membayar LS

a.

berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen

pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi dengan

langkah berupa:

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak
melebihi sisa anggaran;

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait
telah disediakan;

3. Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana
yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;

4. Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan

5. Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen
pendukungnya.

apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau

ketidaksesuaian, PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD meminta perbaikan dan/atau

penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-LS;

dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPKSKPD /PPK-Unit

SKPD menyiapkan  pengajuan Perintah  Membayar LS yang

didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA;

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 (dua) hari

sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian

disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

2. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri
checklist kelengkapan dokumen; dan

3. Ringkasan Kontrak yang ditandatangani oleh PA/KPA.

penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang dicetak

dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Bagian Kedelapan
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Pasal 135

Dalam sistem penatausahaan pengeluaran daerah, syarat yang diperlukan untuk
mencairkan dana adalah dokumen SP2D. SP2D dibuat untuk memenuhi permintaan
pembayaran yang diajukan oleh Kepala SKPD. Pengaturan perintah pencairan dana
adalah sebagai berikut :

Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA

(1)

(2)
(3)

yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.
Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

a.

meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat
Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
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b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum
dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

(4) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.
(5) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan
paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.
Pasal 136
Jenis-jenis SP2D dikategorikan sesuai dengan SPM yang mendasari penerbitan
SP2D, yaitu:
a. SP2D-UP;
b. SP2D-GU;
c. SP2D-TU;
d. SP2D-LS gaji/tunjangan;
e. SP2D-LS pengadaan barang dan jasa;
f. SP2D-LS pihak ketiga lainnya; dan
g. SP2D-UP/TU NIHIL.

(1)

(2)
(3)

(4)

Pasal 137

Bagian Kesembilan
Penerbitan SP2BP

Kepala SKPD pada BLUD menyampaikan SP3BP BLUD kepada Kuasa BUD
Bidang Akuntansi pada BPKAD Provinsi Lampung dengan kelengkapan
persyaratan yang telah ditentukan;

Berdasarkan SP3BP BLUD, BUD /kuasa BUD menerbitkan SP2BP;

Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Lampung meneliti kelengkapan dokumen pengajuan SP3BP
BLUD untuk diterbitkan SP2BP BLUD. Pengujian SP3BP mencakup pengujian
yang bersifat substantif dan formal sebagai berikut:
a. Pengujian Substantif dilakukan untuk:
1. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SP3BP;
dan
2. menguji ketersediaan dana pada rekening sampai dengan rincian obyek
dalam DPA SKPD yang ditunjuk dalam SP3BP tersebut.
b. Pengujian Formal dilakukan untuk:
1. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan
huruf;
2. memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat
cacat dalam penulisan;
3. memeriksa dokumen dan bukti-bukti pendukung sebagai dasar
penagihan; dan
4. memeriksa dokumen ringkasan kontrak.
Berkas pengajuan SP3BP BLUD serta kelengkapannya yang disetujui untuk
diterbitkan SP2BP diproses untuk diterbitkan dan ditandatangani selambat-
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lambatnya 2 hari kerja sejak diterima SP3BP. Pengesahan BLUD dibuat rangkap

3 (tiga) dibubuhi stempel.

Berkas pengajuan SP3BP BLUD yang ditolak oleh kuasa BUD c.q. Bidang

Akuntansi pada BPKAD harus diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2BP

yang ditandatangani selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterima SP3BP

serta dilakukan pencatatan ke dalam register surat penolakan penerbitan

SP2BP. Surat Penolakan Penerbitan SP2BP dibuat rangkap 2 (dua) dan

disampaikan:

a. Lembar kesatu kepada Kepala SKPD BLUD; dan

b. Lembar kedua sebagai arsip di kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD Bendahara pengeluaran melakukan

pencatatan di buku yang dikelola serta pengarsipan;

Berdasarkan SP2BP, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD

melakukan pencatatan ke dalam Kartu Pengawasan Penyediaan Dana dan

Realiasi Anggaran serta Kartu Pengawasan Realiasi Belanja per Kode Rekening;

Berdasarkan SP3BP dan SP2BP BLUD, Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melakukan

pencatatan ke dalam Register SP2BP;

SP2BP BLUD merupakan pengakuan terhadap penerimaan pendapatan dan

penggunaan belanja yang dilakukan pada BLUD;

SP2BP BLUD dan lampirannya menjadi dasar dalam penyusunan laporan

keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah;

Lampiran SP2BP terdiri dari:

a. Realisasi pendapatan BLUD berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran
(RBA) BLUD dan berdasarkan DPA BLUD; dan

b. Realisasi belanja BLUD berdasarkan RBA BLUD dan berdasarkan DPA
BLUD.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan UP/GU/TU

Pasal 138

Penatausahaan UP/GU/TU yang dikelola oleh bendahara pengeluaran meliputi
pengelolaan uang kas/bank, penatausahaan bukti-bukti pengeluaran dan
pencatatan ke dalam buku-buku penatusahaan bendahara pengeluaran.

Pasal 139

Penatausahaan UP/GU/TU berupa:

Mo a0 oW

Buku Kas Umum Pengeluaran;

Buku Pembantu Bank;

Buku Pembantu Kas;

Buku Pembantu Panjar;

Buku Pembantu Pajak; dan

Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek Belanja.
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Pasal 140

Penatausahaan yang terkait dengan pengelolaan UP/GU/TU oleh bendahara
pengeluaran dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

berdasarkan SP2D atas pengajuan SPM UP/GU/TU yang diterima, bank
mentransfer uang ke rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu dengan menerbitkan nota debet atas pengeluaran uang dari rekening

kas daerah.

bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mencatat transfer
masuk ini kedalam Buku Kas umum dan Buku Pembantu Bank pada sisi
penerimaan;

pencatatan SP2D untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa, dimana SP2D
dicairkan oleh rekanan/pihak tiga, bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu melakukan pencatatan administratif pada Buku Kas
Umum pada sisi penerimaan dan sisi pengeluaran termasuk pajak dan PPh dan
PPn (masuk keluar);

mekanisme  pengeluaran kas yang dilakukan oleh  bendahara
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat berupa pengeluaran kas
berdasarkan bukti pengeluaran dan pengeluaran kas berupa panjar. Hal ini
dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengeluaran kas berdasarkan bukti pengeluaran:

a. PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang
dikelolanya dan untuk itu melakukan transaksi dengan pihak penyedia
barang/jasa;

b. Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan
bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara
materiil;

c. berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan NPD;

d. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujuan;

e. PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan menyampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

f. pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja disertai
dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk diverifikasi;

g. berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang sah,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai; dan

h. pembayaran secara non tunai dilakukan melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
ke rekening pihak penyedia barang/jasa.

2. Pengeluaran kas berupa panjar:
a. Pengajuan Uang Panjar:
1. PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang berdasarkan
rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA SKPD,;
PPTK menyiapkan NPD;
3. PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan
persetujua;

i
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4. PA/KPA memberikan  persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu; dan

5. berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

b. Pelaksanaan Belanja:

1. setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan belanja
sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya. Pada saat
pelaksanaan belanja, PPTK diwajibkan untuk mendapatkan bukti
belanja yang sah sebagai syarat keabsahan belanja secara materil;

2. dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang menggunakan uang panjar dilampiri
dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan kepada
Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai bahan
pertanggungjawaban belanja;

3. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran tersebut secara non tunai melalui pemindahbukuan
dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening PPTK; dan

4. berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian kelebihan
uang panjar secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening PPTK ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Bagian Kesebelas
Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

Pasal 141

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu secara
administratif = wajib mempertanggung-jawabkan penggunaan uang
persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada PA/KPA
dengan cara membuat dan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu kepada pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran SPJ-Administratif.

Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD secara
fungsional, juga wajib mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yvang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban  bendahara  pengeluaran/bendahara  pengeluaran
pembantu kepada PPKD selaku BUD.
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Pasal 142

Prosedur pertanggungjawaban uang persediaan oleh bendahara

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dbendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD
mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD /PPK unit SKPD dengan membuat Surat
Pertanggungjawaban Pengeluaran;

b. pengajuan surat pertanggungjawaban pengeluaran uang persediaan/ganti uang
persediaan dilakukan pada saat akan dimintakan dana pengganti (revolving
Jfund) atas uang persediaan yang dikelola bendahara pengeluaran;

c. surat pertanggungjawaban pengeluaran yang disampaikan kepada pengguna
anggaran/kuasa perngguna anggaran melalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD
dilampiri dengan:

1. Buku kas umum;

2. Ringkasan pengeluaran per program kegiatan rincian obyek yang disertai
dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas pengeluaran dari setiap
rincian obyek yang tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian
obyek dimaksud,;

3. Bukti atas penyetoran ppn/pph ke kas negara; dan

4. Register penutupan kas.

d. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan  pencatatan  atas surat
pertanggungjawaban pengeluaran yvang diajukan oleh bendahara pengeluaran
kedalam Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;

e. PPK-SKPD/PPK unit SKPD melakukan verifikasi atas surat
pertanggungjawaban yang disampaikan, meliputi:

1. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan
keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan (pengujian material);

2. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
tercantum dalam rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek;

3. menghitung pengenaan ppn/pph atas beban pengeluaran per rincian
obyek; dan

4. menguji kebenaran kode rekening pengeluaran sesuai dengan spm dan
SP2D yang telah diterbitkan,

f. apabila PPK-SKPD/PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan
menyatakan surat pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya telah lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan
Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahar Pengeluaran Pembantu untuk ditandatangani oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,;

g. atas Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Pengeluaran yang diterbitkan,
PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Pengesahan Laporan
Pertanggungjawaban Pengeluaran;

h. atau apabila PPK-SKPD /PPK unit SKPD berdasarkan verifikasi yang dilakukan
menyatakan laporan pertanggungjawaban beserta bukti dan dokumen yang
menyertainya tidak lengkap dan sah, PPK-SKPD/PPK unit SKPD menerbitkan
Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran untuk
ditandatangani oleh pengguna anggaran;
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i. atas Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran
yang diterbitkan, PPK-SKPD/PPK unit SKPD mencatat kedalam Register Surat
Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran;

J: setiap bulan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran yang
ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
/SPJ Administratif untuk ditandatangani pengguna anggaran setelah
diverifikasi PPK-SKPD/PPK wunit SKPD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya. Laporan SPJ Administratif dibuat rangkap 2 (dua) dan disampaikan:
1. Lembar kesatu kepada PPK-SKPD /PPK unit SKPD; dan
2. Lembar kedua sebagai arsip di Bendahara Pengeluaran;

k. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/SPJ Fungsional disampaikan kepada Kuasa BUD setiap bulan paling
lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya;

1. Khusus Laporan SPJ Administratif dan SPJ Fungsional akhir tahun anggaran
disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan; dan

m. Laporan SPJ Fungsional dibuat rangkap 4 (empat) dan disampaikan:

1. Lembar kesatu sebagai arsip pada Bendahara Pengeluaran;

2. Lembar kedua kepada Kuasa BUD c.q. Bidang Akuntansi pada BPKAD
Daerah Provinsi Lampung;

3. Lembar ketiga Inspektorat Provinsi Lampung; dan

4. Lembar keempat kepada PPK-SKPD/PPK unit SKPD.

Paragraf 1
Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan (UP)

Pasal 143

Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban UP setiap akan
mengajukan GU. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang
disampaikan adalah Laporan Pertanggungjawaban UP dan dilampiri dengan bukti-
bukti belanja yang sah.

Pasal 144

Prosedur pertanggungjawaban UP adalah sebagai berikut:

a. mengumpulkan bukti-bukti yang sah atas belanja yang menggunakan UP
termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran
pembantu, jika ada sebagian UP yang sebelumnya dilimpahkan kepada
bendahara pengeluaran pembantu;

b. berdasarkan bukti-bukti yang sah tersebut bendahara pengeluaran
merekapitulasi belanja ke dalam Laporan Pertanggungjawaban UP sesuai
dengan program dan kegiatannya masing-masing;

c. Laporan Pertanggungjawaban UP tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU; dan

d. Laporan Pertanggungjawaban GU tersebut dijadikan lampiran pengajuan SPP-
GU berikutnya.
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Paragraf 2
Pertanggungjawaban Penggunaan Tambahan Uang (TU)

Pasal 145

Bendahara pengeluaran melakukan pertanggungjawaban penggunaan TU
apabila TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk membiayai
suatu kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan.

Dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut dokumen yang disampaikan
adalah Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan. Dokumen ini dilampirkan
dengan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.

Pasal 146

Prosedur pertanggungjawaban TU adalah sebagai berikut:

a.

b.

bendahara pengeluaran mengumpulkan bukti-bukti belanja yang sah atas
penggunaan TU Persediaan;

apabila terdapat TU yang tidak digunakan bendahara pengeluaran melakukan
setoran ke Kas Umum Daerah. Surat tanda Setoran atas penyetoran itu
dilampirkan sebagai lampiran Laporan Pertanggungjawaban TU;

berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap tersebut dan bukti
penyetoran atas sisa TU Persediaan (apabila Tambahan Uang Pesediaan
melebihi belanja yang dilakukan) bendahara pengeluaran merekapitulasi
belanja kedalam Laporan Pertanggungjawaban TU Persediaan sesuai dengan
program dan kegiatannya yang dicantumkan pada awal pengajuan TU;
Laporan Pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Pengguna
Anggaran melalui PPK SKPD;

PPK SKPD kemudian melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang
dilakukan oleh bendahara pengeluaran; dan

Pengguna Anggaran kemudian menandatangani Laporan Pertanggungjawaban
TU sebagai bentuk pengesahan.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 147

Kepala SKPD menyusun laporan akhir tahun yaitu :

a.

o oo o

Laporan akhir kegiatan disampaikan kepada Biro Adminstrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

Laporan Pengadaan Barang;

Laporan LKJ;

Laporan LPPD; dan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 148

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara periodik meliputi:

a.
b.
C.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
Neraca;
Laporan Operasional,
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas (LAK); dan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

@ o

Pasal 149

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan
laporan LRA, Neraca SKPD, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, LAK dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Pasal 150

Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya disertai dengan pragnosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya yang disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan
kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi
semester pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 151

Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semeter pertama
kepada PPKD paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun
berkenaan berakhir dengan, dan menyampaikan laporan Daftar Transaksi Harian
(DTH) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui BPKAD c.q. Bidang
Perbendaharaan.

Pasal 152

Beberapa hal yang perlu disampaikan berkenaan dengan dana APBD dan dana non

APBD:

a. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki
penerimaan, melakukan rekonsiliasi data penerimaan ke Bidang Akuntansi
BPKAD Provinsi Lampung per bulan/triwulan/semester/tahun;

b. bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh dana
dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, agar menyampaikan laporan akuntabilitas
ke Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Lampung melalui koordinator UAPPA-W
masing-masing per triwulan/semester/tahun.

Pasal 153

PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenan dan
disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. SKPD selanjutnya disampaikan kepada
PPKD bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan
keuangan SKPD disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
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Pasal 154

Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

o Ao T

Pasal 155

Laporan keuangan SKPD dilampiri dengan surat pernyataan kapada SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dan Standar Akuntansi
Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156

Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) menyusun laporan keuangan pemerintah
daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD paling lambat
3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan disampaikan kepada
Gubernur melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri
dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Neraca;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Arus Kas (LAK); dan

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD.

e a0 o

Pasal 157

BLUD menyelenggarakan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang
diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang
sehat. Laporan keuangan BLUD terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran,;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

Neraca;

Laporan Operasional,

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

Catatan atas Laporan Keuangan;

RO Q0T

Pasal 158

Laporan keuangan BLUD disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi
pencapaian hasil/keluaran BLUD dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 159

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD menyusun dan menyampaikan laporan
operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari
setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 160

Setiap semesteran dan tahunan BLUD-SKPD wajib menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah
periode pelaporan berakhir.

Pasal 161

Laporan keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) setelah direviu untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir selanjutnya Gubernur memberikan tanggapan dan
melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 162

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan

daerah terhadap pengelolaan keuangan SKPD meliputi:

a. pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi , pendidikan dan
pelatihan;

b. pemberian pedoman dimaksud mencakup: perencanaan dan penyusunan
APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan dan akuntasi
keuangan daerah, pertanggungjawaban keuangan daerah, penatausahaan dan
evaluasi serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah; dan

c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi mencakup perencanaan dan
penyusunan APBD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, penatausahaan
dan akutansi keuangan daerah serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan
secara berkala dan sewaktu waktu secara menyeluruh kepada seluruh SKPD
maupun kepada SKPD tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 163

Ruang lingkup pemantauan adalah pelaksanaan kegiatan SKPD di Lingkungan
Pemerintah Daerah yang meliputi:

a. Indikator Kinerja;

Target/Capaian Kinerja;

Satuan Harga;

Standar Analisa Biaya; dan

Standar Pelayanan Minimal.

L - N T - 2
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Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemantauan

Pasal 164

(1) Pelaksana pemantauan pelaksanaan APBD adalah Biro Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tugas dan
fungsinya yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi sub kegiatan Pos
Belanja Daerah APBD Provinsi Lampung kecuali Belanja Pegawai.

(2) Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi dalam hal kebijakan,
pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah
meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD, dilaksanakan bersamaan
dengan penyusunan RKPD, penyusunan KUA dan PPAS tahun berjalan.

(3) BPKAD melaksanakan pembinaan dan penatausahaan pelaksanaan APBD.

(4) Badan Pendapatan Daerah melaksanakan pengendalian pencapaian target
pendapatan daerah tingkat provinsi.

(5) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pembangunan untuk
mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif sesuai
peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Mekanisme Pemantauan

Paragraf 1
Tahap Persiapan

Pasal 165

Tahap persiapan pemantauan dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Biro Administrasi Pembangunan untuk mengkoordinasikan penyiapan
instrument-instrumen pemantauan dan segala sesuatu yang diperlukan
pelaksanaan pemantauan.

Pasal 166

Obyek pemantauan pada setiap tahun anggaran dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:

a. obyek pemantauan tahun anggaran yang lalu; dan

b. obyek pemantauan tahun anggaran berjalan.

Pasal 167

(1) Pemantauan tahun anggaran lalu dilaksanakan pada awal tahun anggaran
berjalan yang dilakukan dalam 3 (tiga) periode pemantauan.
(2) Periode pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Periode Pertama dilakukan pada awal tahun angaran bersamaan dengan
pemantauan tahun anggaran lalu;
b. Periode Kedua dilakukan pada saat kegiatan sedang berjalan (on-going);
c. Periode Ketiga dilakukan pada tahap akhir atau pasca pelaksanaan
kegiatan.
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Pasal 168

Dokumen-dokumen kegiatan yang diperlukan sebagai bahan informasi dalam
melaksanakan pemantauan meliputi:

o a0 o

opgrET g

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

Dokumen Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference (KAK/TOR);
Rencana Anggaran Biaya (RAB);

Rencana Operasional Kegiatan (ROK);

Rencana Aksi Penyampaian target kinerja sasaran Renstra SKPD;
Surat keputusan penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan;

Rencana Penyerapan Dana dan Target Fisik Kegiatan atau Rencana Arus Kas
(RAK);

Laporan Bulanan (Realisasi Fisik dan Keuangan);

Desain Pekerjaan;

Proposal Kegiatan;

Hasil Evaluasi Kegiatan tahun sebelumnya;

Gambar Konstruksi;

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan,;

Pedoman /Standar Teknis untuk kegiatan yang akan dipantau; dan
Informasi pendukung lainnya.

Pasal 169

Materi yang perlu ditelaah pada Tahap Persiapan adalah memastikan sebagai
berikut:

a.

b,
c.

B

il I

(1)

(2)

(3)

kesesuaian Rincian dan Target dalam Petunjuk Operasional (PO), ROK, RAK,
dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan rincian dan target DPA;

kesesuaian antara RAB dan KAK/TOR dengan perencanaan awal

informasi Keputusan Gubernur Lampung atau ketentuan lain yang berlaku;
kesesuaian antara Tarif/standar biaya untuk kegiatan dalam ROK dengan
tarif/standar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ROK telah memuat Rencana Jadwal dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan;
ROK telah dituangkan dalam bentuk Ketetapan Kepala SKPD;

indikator kinerja dan target/capaian kinerja kegiatan dimaksud;

pencapaian standar pelayanan minimal; dan

kesesuaian antara dokumen Rencana Aksi Pencapaian dengan target kinerja
Renstra SKPD per Triwulan.

Paragraf 2
Tahap Pelaksanaan

Pasal 170

Hal-hal yang harus dilakukan Tim Pemantauan pada tahap pelaksanaan yaitu
menggali informasi, mencatat kondisi lapangan, mengambil gambar (foto)
dokumentasi, melakukan konfirmasi, cross check kepada pelaksanaan kegiatan,
pengisian kuisioner dan lain-lain sesuai tujuan pemantauan.

Input pada tahap pelaksanaan adalah hasil telaahan dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Output tahap pelaksanaan adalah format-format pemantauan yang telah diisi
pada saat pelaksanaan pemantauan.
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Paragraf 3
Tahap Analisis

Pasal 171

(1) Tahap analisis dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan berjalan dengan
baik atau menemui kendala-kendala di lapangan.

(2) Apabila ditemukan kendala dilapangan Tim Pemantau dapat berkoordinasi
dengan instansi terkait untuk mencari solusi.

Pasal 172

(1) Hal yang dilakukan pada Tahap Analisis adalah membandingkan antara
Target/Rencana Keuangan dan Rencana Keluaran yang telah ditetapkan
didalam KAK/TOR/ROK dengan kondisi dilokasi pemantauan.

(2) Input yang digunakan pada tahap analisis adalah dokumen-dokumen kegiatan
yang dipantau serta informasi dan kondisi yang diperoleh dari lokasi
pemantauan.

Pasal 173

Hasil analisis merupakan dasar untuk melakukan evaluasi kinerja dengan
melakukan perhitungan pada target kinerja dan anggaran serta untuk menghitung
predikat kinerjanya dengan mencari nilai rata-rata seluruh kegiatan pada masing-
masing program dan dengan skala nilai predikat kinerja.

Paragraf 4
Tahap Pengujian

Pasal 174

Untuk meningkatkan validasi hasil pelaporan, draf laporan hasil pemantauan dapat
dikonfirmasi terlebih dahulu dengan Kepala Satuan Kerja dan/atau pelaksana
kegiatan di masing-masing unit kerja, serta melakukan cross check dengan data-data
dari sumber lainnya.

Paragraf 5
Tahap Pelaporan

Pasal 175

Pelaporan hasil pelaksanaan (monev oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Biro Administrasi Pembangunan) dirangkum oleh Biro Administrasi
Pembangunan setelah kegiatan berakhir dan dilakukan evaluasi sebagaiamana
format yang sudah ditentukan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi
Lampung (selaku Ketua TAPD) melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan
ditembuskan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Paragraf 6
Tahap Tindak Lanjut

Pasal 176

Tahap tindak lanjut adalah tahap dimana rekomendasi dari hasil pemantauan perlu
ditindak lanjuti untuk diinformasikan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dan
menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan atau perencanaan tahun
berikutnya.
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Paragraf 7
Tahap Pendokumentasian

Pasal 177

Tahap pendokumentasian/tahap pengarsipan adalah tahap dimana staf pemantau
memberikan laporan hasil pemantauan kepada Kepala Bagian Pengendalian selaku
koordinator pengelola kegiatan pemantauan APBD Provinsi Lampung di Biro
Administrasi Pembangunan untuk dikompilasi dan disusun dalam bentuk Prosiding
Hasil Pemantauan pada setiap tahun anggaran. Selanjutnya disampaikan kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung (selaku ketua TAPD) dan ditembuskan kepada
Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

Pasal 178

Uraian Pedoman Pelaksanaan dan Dokumen serta Formulir Penatausahaan
Keuangan APBD yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 179

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 M oaccd 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

SEKRETARIS RAH PROVINSI LAMPUNG,

<o

AHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR
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DPA-SKPD
b Akumulas: SPD Sebelumnya

¢. SisaDanayang belium di SPD-kan

d Jumlan Danayang di SPD-kan saat ini

& Sisajumlah Dana DPA-
SKPD/Perubanan DPA-SKPD yang

be lum d: $PD-kan
Ketentusn-ketentuan lain

Tembusen Picmpoikan kg ass

i eipehty

B T
BAE EAEENS GBS HSE BUe SBL S KBS 408 ed EBS e Bia SB4 BeaEhe mohaee 88
L L T T ——

P o i b v e et i i

(Terbilong....... o

- T L R 3, N ——

e e i o i s s o i

Terblang:....ocovmmnmenpmpmeas

Rt it e i o i et et i e st

[Terbilang

P s s i e S e
(Terbilang

A
[Terbilong

D o e st evr v e et oy 00

(Terbilong...... . .l

Ditetapkandi. . .
PadaTanggal: .. ___

PPKD SELAKU BUD




Lampiran : Surat Penyediaan Dana {SPD)

Nomor SPD et asa sesaata i
Tanggal ISPV
SKPD i i i
Periode A
Tahun Anggaran e e st e s o0
Nomor dan Tanggal DPA- o
SKPD/Perubahan DPA-SKPD

Jumlah

Jumlah Penyediaan dana -

FEREBIODG ciovisismissrsiseiimmimsomiramirrmpiimisnines]
Ditetapkan di............
Pada Tanggal:.........

PPKD SELAKU BUD

0u]
ab. o

Nama
g P—



2. Surat Tanda Setoran (STS)

PEMERINTAH PROVINS I/KABUPATEN/KOTA ......
SKPD....
SURAT TANDA SETORAN (STS)

Harap diterima uang sebesarRp . __(terbillang . — o }
Dengan Rincian Penenmaan sebagai berikut:

JUMLAH

Nenge tahui, Disiapkan ole h,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendaham Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penerdmaan Permbantu
Nama Name

| -S— |



3. Register STS

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

SKPD...........
TAHUN ANGGARAN...........
REGISTER §TS
Pedode: ..o
e f H e
No. | Tanggal | Kode Rekening
Disetuqui aleh, Siaibaniieh
Penggura Arggaran/ Kuasa Sendahara Penerimaan/
mm Bendahara Penenmaan
Nama



4. Buku Kas Umum

E SKPD... .

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

TAHUN ANGGARAN............

BUKU KAS UMUM
Periode; .o

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Be ndahara Pengeluaran Pembantu

Rp.
(terDiiong
terdin dari:
a. Tunai Rp
b. 8ank *Rp
Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Angg aran
R
"
o
Nama
NP . .

)

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengelusran

!
-

0

Nama
NiP:



5. Buku Pembantu Kas Tunai

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/XKOTA ...
SKFPD...cocme
TAHUN ANGGARAN .. .

BUKU PEMBANTU KAS TUNAS
Peribdl e s

. e S

Dizse tujui oleh, Oisiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bencahawa Penerimaan /
Ky ssa Pengguna Bendahara Pene rimaan
o8 B
o =]
lana Nama
NP ... NP .

6. Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH PROVINSI /X ABUPATEN/KOTA ...
 SKPD.. .
TAHUN ANGGARAN ..........

BUKL PEMBANTU BANK

Pertode: i
No. | Tanggal | No. Bukti Uraian Penerdmaan Pengeluaran Saldo
Disetujui clen, Diziapkan oleh,
Pengguns Anggaren/ Bendsh ar s Penerimaan/

KuaxaPengguna Bendahara Pe ne rimaan

a > ER!

2] D

Kama
NP

Mama
NP i



7. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

SKPD
PERIODE
A. Penerimaan L, E———
1. Tunai melalui bendshara penerimaan. RP. sorisassmans
2. Tunatmelalul bendahara penenmaan pembantu RP. cooiieemns
3. Melalul ke rekening bendahara penenmaan RP. .covieiamen.
4. Melalut ke rekening kas umum caerah RP. coovieeame.
B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan (A1+A2+A3) T T—
C.  Jumlah penyetoran BB s
D. Saldo KasdiBendahara 7 —
1. BendaharaPenarimaan 7 R——
2. BendaharaPenerimaanPembantu ...... RP s
3.  Bendahara Penerimaan Pembantu ...... [ R—,
4, dst..... BD.ooriianmmine
Dketujui oleh, Dislapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendsha & Penerimean/
Kuasa Penggune Anggaran Benddhara Penerimaan Pembar
¢ Y
o8 “
s o
Naima. Nama

NP e, NIP: ...



8. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...
SKPD....eocs
TAHUN ANGGARAN....... -

LAPORAN PENER'MAAN DAN PENYETORAN
Perode: ......m .o o

3

W = jovu s o) fea e

ot
L&

—
[

[
L

[
v

18

15

16

Jumiah Penermaan:
T unai

MNon Tunairek SKPD
RKUD

TOTAL

LR

Jumlah Penyetoran:
Tunai :Rp
Tanster :Rp
TOTAL Rp

Saldo Kas &i Bend Pene imaan:
Tunai: Rp
Bank : Rg

Dizetujui cler, Disiapk ar clah,
Pengguna Anggarsn/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendahare Penenmaan

; B%
a -
=] a
Hama Hama

[ ] - JN HIP e s



9. Rekonsiliasi Penerimaan

LOGO PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

PEMDA

REKONSILIASI PENERIMAAN
TAHUN ANGGARAN

e T

A, Pendapatan Daerah berdasarkan P] Bendahara Penerimaan Rp.

B. Transaksi-transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapitidak
tercatatoleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu

B
. Dst

C Error/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
b..
¢. Dst

10. Nota Pencairan Dana

SKPD...............

NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)

Ly - T Tanggal: ...
Jenis NPD : O Panjar O Tanpa Panjar
PPIK § ciies e
Progran P
Kegiatan
Sub Keglatan T sesss ensnesasanns
No. DPA L

Tahun Angraran @ ...

l_iiﬂd an l anyja

Rp

Total Rp.

Rp
Rp

Tota Rp.

i
- 4 el
AR R i S A eIy e e ey » il
Furnd alhy i
Dizsetujui oleh, Disiapkancieh,

Penprguna Anggaran/Kuasas
Ponggumna ANggasan

E3

Nama
NP

Pcjabat Pelakzana Tokni s Keglatan

Byl
-
a

Nama

MMJ&.LM.LL..



11. SPP-UP

-10-

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :

Uang Persediaan

SPP-UP

Nama SKPD

Nama Peagguna Anggaran

Nama Bendahara Pengeluaran

NPWP Bendahara Pengeluaran

5. Nama Bank

6. Nomor Rekening Bank

7.  Untuk Keperluan

8. Dasar Pengeluaran SPD Noamer targgal

Sebesar

| Terbdang

1 1
1 1
1 |SPD
Tanggal Nomor Rp
Tanggal Namor: . Rp
Dt Dist Rp
n |SP2D Sebelumnya
Tanggal Nomor Rp
Tanggal Namor Rp
D=t Dt Rp

ce.....tanggal .
Bendahara Pengeluaran

(tanda tanganj

{nama lengkapi
NIP.

| Lembar Ask: Urtuik Pengaura Anggaran/PRX-SiF0
Salnan] : Untuk @2 8D
Salinan 2 : Untut Sendaharz Pengediaran
Salinan 3 : Uitk 4rsp Berdzhara Pengaluaran
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP)
NOTIIE { ocove prcmmammussassnspamsnss
Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uralan Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |

ra

LB LRLRLBIH LY

dast

(%]

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

i~

LRLRLR LR L0

[}

LOLBLHLRES.L1

6. X X0 X

(w o]

dst

Nama Kegatan/Sub Kegiatan 3

0 X 20000 XX

10. |dst

Terbilang : 8% ......................... Tupiah %

Mengetahui /Menye tujui: (Tempat, Tanggal|

ad
.

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap (Nama lengkap
NIP. ..o . NIP.....
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10. SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA" . .
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOITIOT et eaa e

Ganti Uang Persediaan

SPPGU

1 Nama SKFD

2 Nama Pengguna Anggaran

3 Nama Bendahara Pengeluaran
4 NPWP Bendahara Pengelu:aran
5 Nama Bank

6 Nomor Rekening Bank

7 Untuk Keperluan

B Dasar Pengeluaran SPD .. Nomor tanggal
Sebesar Rp
{Terbdang ... W~ sl
No Uraian

1 |SPD

Tanggal ; Nor Rp

Tanggal : ... AR . Nomog: . Rp.

Dst ; ; Dst Rp
n |SP2D Sebelumnya

Tanggal : .. —_— . Nomor e | Rp

Tanggal Nomoe ssian . |Rp

Dt . Dst: .. . . Rp.

Pada SPP i ditetaplan lampiran-lampiren yang dipe fukan sebagumanas tertera pada daftar kelengiapan dolcamen SFP i

........ tanggal.........

Bendahara Pengeluara
{tanda tangan)

{(nama lengkap
NIP.

Lembar Asli | Urtuk Fengauna Angaarn P5K-SaPD
Salinan 1 : Urtuk x:asa BLD

Salinan 2 : Urtuk Sendahara Pengaluaran

Salinan 3 : Urtuk Arsp B2ndarara Pengelianan
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU)

Lo R —
Tahun Anggaran : ............
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uralan Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |

LXoommxneX L

2 [ X 000X XXX

3. |dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4. X000 XX

LR 000900 Bemseeavanaans

i hcsid. o0 - QN | A———

7. [X000000 X X0

8. [dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

0, |XX0000000 0K

10. |dst

L1 7 S—
Terbilang :#% ... ... rupigh##
Mengetahui /Menvetujui {Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) {Nama Lengkap
NP NIP o




11,
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SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :

Tambahan Uang Persediaan

SPP-TU

Nama SKPD/Unit Keqja

2 Kodre dan Nama Sub Kegatan

Nama Pergguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4 Nama PPTK

S5 Namo Bendohara Pengrhuaran /Bendaham Pengeluarmn Pembantu

6 NPWP Bendaham Pengeluasran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

7 Nama Bank

B Nomor Reiening Bank

9 Untuk Keperluan

10. Dasar Pengeluaran SPD weeo.. Nomow tanggml

Sebesar Rp

Terbalarsg

No Urazan
| I
1 1
I |SPD
Tanggnl - .. Nomor : Rp
Tanggal - .. g Nomer Rp
Dst Da Rp
11 |8P2D Sebelumnya
Tanggnl - ... . : Nomes Rp
Tanggal : Nomor ’ Ip
Dst Dat Rp

Pada SPP ini ditetapikan lamgiran- lampiran yang diperiukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini

tanggal

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu

ftanda tangan) ftanda tangan
{nama lengkap {nama lengkap
NIP NIP

Lembar Asll - Urtuk Pengounas Anggaran PRSP0
Salinan 1 | Untuk Kusss BUD

Salinan 2 | Untuk Benmhara PorgeluaranyPrTK
Safinan 3 © Untuk Arsip Bencishars Pergoiusran PPTX
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Nomor ; ........

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

2 X000 X0 X0 XX

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

o000 XX 00 XX

J. XXX

f IR O X 0X

8. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

G %200 200300 00 XXX

10. |dst

Terbilang - ## .. rupiah ##

Mengetahui / Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

{Nama Lengkap
NIP....

117 7 |

(Tempat, Tanggall

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(Nama Lengkapi




=16=

12. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" .. .
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor @ ...

Langsung Gaji dan Tunjangan

8SPP-LB
1. Nama SKPD/Unit Kera
2. Kode dan Nama Sub Kegatan
3. Nama Pengguna Anggpran/Kuasa Pengguna Anggaran
4. Nama PPTK
5. Nama Bendaham Pengeiunran
6 NPWP Bendahara Pengeluaran
7. Nama Bank
& Nomor Rekening Bank
9. Untuk Keperiuan
19. Dasar Pengeluamn SPD ... Nomor tanggal
Sebesar Rp
{Terbdang 2 i
No Uraian
| Il
I 1
1 |SPD
Tanggal : .. e Noenor: .. - T Rp
Tanggal . NGO . covencucnss s . IRp
D=t D= Rp
I |SP2D Sebelumnya
Tanggal - .. e a Nomaor: ; a5 Rp
Tanggal ) : : Nomor Rp
Dst : . Dat - Rp

Pada SPP ini ditetapikan lampiran-lampiran yang dipedukan sebagaimana tertera pada daftar iclengiapan dokumen SPP inu

tanggal
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bendahara Pengeluaran
{tanda tangan) {tanda tangan}
{nama lengkap {nama lengkap
NIP NiP

Lembar AsHl | Lntuk Penggura Anggarany PRe-SKPD
Salinan 1 - Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 - Untuk Bendahara Pengeiaar sy PRTX
Salinan 3 - Untuk Arsp Bendehara Pengelsaran PPTK




) 7

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
Nomor : ...
Tahun Anggaran @ ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegatan |

M LE8 8.8 8.

2 [O 003000000

3(’.15!

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4 JE-O00000 00X

X200 20000200 X0

o

6. FXXO000 00 XXX

X200 200200 0000

~1

g |dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 3

g ]X2000000 XX 0

10 dst
TORAL i
Terbilang - 8% ... .. Tupiah &%
Me ngre tahui /Menye tujui: (Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

[Nama Lcngkag
NIP e NIP.......
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13. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ..
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

NOIMOT & i e

Langsung Barang dan Jasa

Nama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Nama Sab Kegatan

Nama Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran
4. Nama PPTK
5. Nama Bendahare Pengshuaran/Bendaham Pengeluaran Pembantu
6. XPWP Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
7. Nama Bank
& XNomor Rekening Bank
9. Untuk Keperluan
10. Dasar Pengeluaran SPD Nomeor tanggal

Sebesar Rp
{Terbdang ... i 5 o |
Xo Uraian
T T
1 1

1 |SPD

Tangsal Nomor Rp

Tanggal Namor Rn

Dst Dst Rp
I |SP2D Scbelumnya

Tanggal Nomor: .o.....couiis .. |Rp

Tanggal : Naomor. ... S——— . |Re

Dst Dst . Rp

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiuican sehagaimana tertera pada daftar kelengicapan dokumen SPP i

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

[tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP

Lembar Asli | Untuk Fengguna Anggaran/Fy-SiPD
Salinan | - Untus Kuas3 BUD

Saliman 2 - Urtuk Berdahara Pengelaran PPTX
Safinan 3 - Untuk Arsip Bendahara Pengelaran 79T

tanggal
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

{tanda tangan)

{nama jengkap

NIP
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PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA?Y) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA
NOmOr © .o,
Tahun Anggaran : ............
RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN
No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |

P LSS RSB S ES

<]

3. dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

(&) }

7 OO0 XX

g |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

g [XO00X0 000X

10, (dst

Terbilang : #¢ ... rupiah # #

Mengetahui /Menyetujui:

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Nama Lengkap|
NIP.

(Tempat, Tanggal}
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu

(Nama Lengkapy
NP e



14. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

S30-

PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA" .
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor :

Langsung Pihak Ketiga Lainnya

SPP.LS

Nama SKPD/Un:t Kena

2. Kode dan Nama Sub Kegatan

3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggann

4. Nama PFTK

5 Nama Bendahara Pengeluaran

6. NPWP Bendahara Pengeluaran

7. Nama Bank

8 Nomor Rekenung Bank

9. Untuk Keperiuan

10. Dasar Pemgeluaran SPD Nomaor anggn
Sebesar Rp
Terhiang
Ko Uraian
T I
1 1
1 |SPD
Tanggal Nomor Rp
Tanggal Nom Ry

Dst

11 |SP2D Sebelumnya

Tanggal

Tanggal Nomor Rp
Dst Dt Rp

Pada 8PP ini ditetapkan lamperan-|

lampiran yang diperiukan sebagnimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen 8PP im

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

{tanda tangan)|

inama lengkap

NIP

Lembar Asli: Untuk Perggura Anggaran/PRCSIPD
Salinan1 - Untk e 8D

Salinan 2 - Untuk Berdafara Pengebiaran PTX
Safinan3 - Untuk Arsp Bendahara PengeluaranPPTX

tanggal

Bendahara Pengeluaran

ftands tangani

(nama lengkup

NP




PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya

NOMIOT & oo,

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Mengetahui /Menvetujui

Pengguna Anggaran

{

{Nama Lengkap|
NIP.. ..

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan |
RLS 8880811
pRL8 88881

dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4 ]X0000 0000
5. X 000K X000 000
6 [xxooooo p
7 XX
8 dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
g, [XXXIOLXX XXX
10. |dst

POPAL..coiciiins

Tertilang : ## ... ... rupiah#¢

{Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap
NIP




-

=29

15. SPM-UP
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?%)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Uang Persediaan (UP)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian
No. ) Jumlah |Keterangan
(No. Rekening]
Supayva menerbitkan SP2D Kepada:
Jumliah| Rp
Informasi : Tidak mengurang: imiah pembayaran SPAM)
SKFD
Bendahara/phak lain Uraian
) ) No. . Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank (No. Rekemn;)
Nama Bank
NPWP Jumlah|Rp.
Daszar Pembayaran
Untuk Keperiuan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp.
Jumlah Potongan Rp
Jumah Rp Jumiah Yang Dibavarkan Rp.
Uang Sejumlah: {....
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.
,tanggal ... .
{terbilang] Pengguna Anggaran
tands tanganj
inama lengkan)
Nomor dan Tanggal SPP NIP.
SPM v sah apabiin telol mdatangar empel oled Kepain SKPD
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16. SPM-GU
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?®)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang (GU)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA - Uraian FUTI ——

Supava menertitkan SP2D Kepada

{No. Rekening)

Jumliah Rp

Informasi : |Tidak mengurang jumlah pembayaran SPM)

SKPD
Bendahara/phak lain Uraian
No. ) Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank (No. Rekening|
Nama Bank
NPWP Jumliah|Rp
Dazar Pembeyaran
Untuk Keperiuan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp
Jumlah Potongan Rp.
Jumah Rp . Jumlah Yang Dibavarkan Rp
Uang Sejumlah: — -
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.
tanggal
{terbilang] Pengguna Anggaran
{tanda tangan)
inama lengkapi
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPL -

SFM 7.1 sak gpabiia telah diandatargar: dan distempel oleh Kepaia SKP
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17. SPM-TU
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Tambah Uang (TU)
Tahun Anggaran: No.SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA - Uraiu. FAPTIRE e—
(No. Rekening)
Supava menerbitkan SP2D Kepada
Jumlah| Rp

Informasi : /Tidak mengurangi jumliah pembayaran SPM)

{terbilang)

inama e
Ldcilad 20

Nomor dan Tanggal SPP

{tanda tangan}

ngapi

NiP

SKPD
Bendashara/pihak lain Uraian
. No. ) Jumlah Keterangan
No. Rekening Bank {No. Rtktmlﬂ
Nama Bank
NPWP Jumlah{Rp
Dasar Pembayaran
Untuk Keperiuan
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp
Jumliah Potongan Rp
Jumah Rp. Jumlah Yang Dibayarkan Rp
Uang Sejumlah: |{ |
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. .
, tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

CP b shda tadmh Srtand 4yt I rloin K S PN
SPM i1 sah apabila teioh ditandaangan don distempe! céeh Kepala SKPD




18. SPM-LS

05

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA?)
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Langsung (LS)

Tahun Anggaran:

No.SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya menerbitkan SP2D Ke peda:

SKPD

Bendahara/pikak lain
Na. Rekening Bank
Nama Bank

NPWP

Dasar Pembayaran

Untuk Keperiuan

Potongan - potongan :

No. Uraian ikl

Keterangan
(No.Re ken.in&l

Jumlah Rp

Informasi : / Tidak mengurangi iomiah pembayaran SPA[)

"9 man Jumlah

Ket
{No. Rekening) S

-

Jumliah|F

Pembebanan Pada Kegiatan

SPM Yang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Rp
Jumiah Potongan Rp
Jumah Rp Jumlah Yang Dibavarkan Rp

Uang Sejumish: [............ —

Jumlah SPP Yang Diminta: Rp.

{terbelang|

Nomor dan Tanggal SPP

tanggal
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran

{tanda tangan|

1o e

(nama lengkap
NIF

SPM vy sah gpabia te

ot dtandatangan: don distompel oleh Kepain SKFD
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19. SP2D-UP

FORMAT SP2D - UP

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (BP2D)

Nomor

PROVINBI/ KABUPATEN/KOTA'

Mormor RPN Txars DBUTH/ Kaasa 9L

NPWP

T anggal
Tahun AnEgEaran

Nama SKPL

Bank Pengirim © ... ... I s e S A 4F
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari baki Rekeming Nomor
Unang sebesar Rp ... . . jlerbidang - ... e d

K pamcin

NITWP

Mo Mekening Bank
Bank Penerimas
Koeperhunn Untuk

Paguu Angisran Kp

SJUMLATE
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN UMAIAN

Jumiah

Potongan-potongan:

Jumlak
No. Uralan (No. Rekening) (R} Keteran gan
>

Jumlah

Informasi: /Akick rengurorg( ey oh perrdsgeorar P20,

Jumlah
No. Uralan (No. Rekening) . Keterangan
»

Jumilah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah wvsnag IMondnta Np

Jumlah Potongan M

Jumiah ysng Dibayarkan Np

Unng Sejumlan

Lembmr § Bank Yang Ditunjuk + baruggend

Lembar 2 Pengguns Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Kuasas BDendahars Umum Daserah
*  Arsip Kuasa BUD

Lembar 4  Plhak Penerima

{tandn tangan)




20. SP2D-GU

-7 -

FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (B8P2D)

Nomor SPM

Tangpgnl
Nama SKPD

Dan
NPWP
Tahun Anggaran

BUD/Kuasza BUD

Bank Pengirim @ ..............
Hendaklah mencairkan /
Uang sebesar Rp ...

frerbilang

memindahbukukan darn baki Rekening Nomor ...

- -

Ke padn

NFWP

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperiuan Untuk

Pagu Anggaran Rp. .

NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN

URAIAN
(Rp)

-l

[ § N

Jumlahj

N!Oﬁp-ﬂotﬁﬂlﬂ:

No. Uraian (No. Rekeningj

Jumliah
(Rp)

Keterangan

La ] Mo ===

Jumiah

Informasi: ok mongurong: umiah pemdxgyaran SP2D)

No. Uraian (No. Rekening)

Jumiah
(Rp)

Keterangan

L hIf o

'S

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang Dimunta

Jumiah Potongan

Jumliah mﬂiny“m

Uang Sejumlah’

lembar | . Bank Yang Ditunjuk

Lembar 2 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Lembar 3 . Arsip Kuasa BUD
Lembar 4 - Pihak Penerima

. tanggal
Kuasa Bendahara Umum Daerah

[tanda tanganj

{nama lengkap)
NIP.




21.5P2D-TU
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FORMAT SP2D - TU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Nomor

Nomor SPM
Tanggal
Nama SKPD

Dan
NPWP

Tahun Anggaran

BUD /Kuasza BUD

Bank Penginm .
Hendaklah mencaurkan /

Uang sebesar Rp ferbuang . 2 d

memindahbukukan dan baki Rekeming Nomor

Kepada

NPWP

No. Rekening Bank
Bank Penenma
Keperiuan Untuk

Pagu Anggaran Rp. ..

KODE KEGIATAN/SUD KEGIATAN

JUMLAN
Rp)

Jumlah

Potongan-potongan:

Urnian (No. Reakening

Jumlah
Keternngan
(Mp)

Jumilah

Informantd: itidok mengusorg farrdoh perrdogaeures SP20)

Nea. Uraian (No. Nekenin g

Jumlak
mp)

Ju ol abs

SPID yang Dibayarkan

Jumnlah ymnig Dimints Ny
Juend ahy Poton g Mo
Jumlsh yang Dibayarkan np

Usng Ssjumliah

Leroltwer | Bank Yang Ditunjuk
Lo 2
Le iy 3 Arslip Kuasa BUD

Pihak Penerima

Lembaar 4

Pengguns Anggaran / Kasss Pen ggu na An ggaran

, tnnpgal . :

Kuasa Bendahara Umum Daecrah
itanda tangan|

NIP
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22. SP2D-LS

FORMAT SP2D - LS

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA" ... .. SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
Nomor
Momor SPM Dan BUD/Kuasa BUD
vo— NPWP
angsn Tahun Anggaran

Nama SKPD

Bank Pengirim S A A S S R R SR g S ST T SRS
Hendaklah mencairkan f memindahbululkan dari baki Rekening Nomaor

Uangsebesar Rp... ... .. fterbilang - ..............]

Ke pada

NPWP

No. Rekening Bank
Bank Penerima
Keperiuan Untuk

Pagu Anggaran Rp

JUMLAH
NO KODE KEGIATAN/SUB KEGIATAN URAIAN (Rp)

il b -

Jumiah

Potongan.potongan:

Jumlah

No. Uraian {No. Rekening) (Rp) Keterangan

[0 Ead

Jumlah

Informasi: /tdak mergwangs jumiah perbayaran SP2D)

Jumliah

No. Uraian {No. Rekening) (Rp) Keterangan

b v

Jumlah

SP2D yang Dibayarkan

e
T

Jumlah yang Diminta

Jumlah Potongan

3| 7|-

Jumlah yang Dibayarkan

Uang Scjumliah

Lembar |  Bank Yang Ditunjuk . tanggal :
Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran Kuasa Bendahara Umum Daerah
Lembar 3 © Arsip Kuasa BUD

Lembar 4 : Pihak Penerima

Lembar

SYR )

{tanda tangan|

inama lengkapd
NIP
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23. Form Ceklist Kelengkapan Dokumen SPP

4.

-

PENELITIAN KELENGKAPAN
DOKUMEN SPP

Surat Pengantar SPP-UP

Ringkasan SPP-UP

Rincian SPP-UP

Salinan SPD

Draft surat pemyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat
pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Lampiran lainnya.

SPP-GU

-
-

SPP-TU

Surat Pengantar SPP-GU

Ringkasan SPP-GU

Rincian SPP-GU

Salinan SPD

Surat Pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
UP/GU/TU sebelumnya.

Draft surat peryataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan
saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Lampiran lainnya.

Surat Pengantar SPP-TU

Ringkasan SPP-TU

Rincian SPP-TU

Salinan SPD

Surat Pengesahan SPJ]

Draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang
menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang
persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan.

Lampiran lainnya.

SPP-LS - khusus pembayaran gaji dan tunjangan

Surat Pengantar SPP-LS
Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-LS

Pembayaran Gaji Induk

Gaji Susulan

Kekurangan gaji

Gaji Terusan

uang duka/warat/tewas yang dilengkapi aengan dartar gajl induk;/gaj susulan/kekurangan gaji/uang duka/
wafat/tewas

SK CPNS

SK PNS

SK Kenaikan pangkat

SK jabatan

Kenaikan Gaji Berkala

Surat pernyataan pelantikan




Ny

Surat pemyataan masih menduduki jabatan

Surat pemyataan melaksanakan tugas

Daftar Keluarga (KP4)

Fotocopy surat nikah

Fotocopy akte kelahiran

SKPP

Daftar potongan sewa rumah dinas

Surat keterangan masih sekolah/kuliah

Surat pindah

Surat kematian

SSP PPh Pasal 21

Peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan

5.

tunjangan kepala daerah/wakil kepala daerah.

SPP-LS - khusus pengadaan barang dan jasa

Surat Pengantar SPP-LS

Ringkasan SPP-LS

Rincian SPP-LS

Salinan SPD

Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait

SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut

Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak

ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga.

Berita acara penyelesaian pekerjaan

Berita acara serah terima barang dan jasa

Berita acara pembayaran

Kwitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna

anggaran/Kuasa pengguna anggaran

Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank

Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri

[] Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan

barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa

Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja

Surat pemberitahunan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami

keterlambatan

Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan

Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek).

Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (bifling rate),

berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai
pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP ™)

Tanggal < S

Nama
NIP

Tanda LaNgan: T woa s

Lembar asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

CARA PENGISIAN:

=

Diisi dengan tanggal penelitian, nama, NIP, dan tanda tangan peneliti.
Diisi dengan cara memberi tanda check list (V) jika dokomen ada.




0.

24. Ringkasan Kontrak

RINGKASAN KONTRAK
PEKERJAAN ..o

SKPD ;

Kode Rekening : ( kode rekening diisi lengkap )

(Program) (Kegiatan) 3§ s Yoo )

Jumliah biaya : Rp. ( Nilai total kontrak ) Add. Rp. ( diisi bila ada perubahan harga )

Untuk Pembayaran

Rekening Bank : PT. Bank Lampung No.
Nama Penyedia Barang/Jasa : PT.ICV.
Kualifikasi . ( Kecil/Besar)*
Alamat 3
Nama Direktur :
Surat Perjanjian . Tgl. No.
Surat Perintah Mulai Kerja : Tgl. No.
Batas Akhir Penyelesaian Pek. : Tgl. Masa Pemeliharaan
Penyerahan ke | (fisik 100%) . Tgl. No.
Penyerahan Il / Jam pemeliharaan : Tgl. No.
D ENDA : Per- han : %o/ Rp. .ol
Ditetapkan . v hari sebesar Rp.
Addendum Tgl. No.
Tgl. No.

Tgl. No.

Perhal Addendum

SPM: 1. Tg No. Sebesar Rp.
2. Tg No. Sebesar Rp.
3. Tgl. No. Sebesar Rp.
4. Tgl. No. Sebesar Rp.
5. Tgl. No. Sebesar Rp.
Catatan :1 Kep. Persetujuan Penetapan Pemenang Tygl. No.
2 Kep. Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaar Tgl. No.
3. Jam. Pelaks. dar Asuransi/Bank ............ Tal. No. Rp.
4 Bank Garansi Uang Muka Tgl. No. Rp.
5

Bila Pembayaran sesuai Progres dilapangan

Pembayaran menurut perjanjian Realisasi Pembayararn
SP2D
Pembay. Angs Prosentase Jumlah Uang Tanggal Nomor Jumlah uang Ket

ke % Pek Selesai

1

]

1l

v

Jumlah
Lampung,

PA/KPA

* Coret yang tidak perlu



B i @

25. Register SPP-SPM-SP2D

 PEMERINTAK PROVINSI/KABUPATEN/XOTA ...
|
TAHUN ANGGARAN.........
REGISTER SPP/SPMYSP20
Periode: ... .
k‘ e F20) |

e ndahars Pensdimaan/
Bendahara Penerimazs

i

Nama
NF: . ...
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26. Buku Kas Pengeluaran

Lanbey - LIV TV VAV

BUKTI KAS PENGELUARAN

Terima Dari BendahaP/nn.ﬂmLan'
Uang sebesar :

VAL UL DO BYBEAN 1 iiisisiimimionorssos soonsane sai SHus FuRs S04 Fas vo5 Sanw Bvs SABo ISR SR SRS B R VAR oA

Mengetahui/ Yang menerima
menyetujui Pengeluaran, Tandatangan,

) ( ( ) )

Barang tersebut telah diterima dengan Telah dipungut : Telah dibukukan :
cukup dan baik, o BKUTgl .. No.:
(Pengurus Barang) . Kode Rekening & ..o
3 Tahun Anggaran: .___________
Paraf,
{ )




27. Buku Pembantu Bank

35

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

BUKU PEMBANTU BANK

Periode: w e -

SRR m————— o E— . TSRS, . | S———— B - S
= i - —
S SNSRI, V— PSP T—— W S— - — S U —
Disetuju oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuase Pengpura Anggaran Bendahara Pengeluaran
B Ay
a -
a o
Nama Narra
NIP: . MNP,
28. Buku Pembantu Kas
~ PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

 SKPDe

............

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Perlode: ... e e

Disetujui oleh,
Pengguna Anggaran/
Kuasss Pengguna

Nama.
NP s

Disiapkan oleh,
Bendahara Pengeluaran,
Bendehara Pengeluaran

!
)

Nama
o
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29. Buku Pembantu Pajak

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
 SKPD..........
- TAHUN ANGGARAN...........

BUKU PEMBANTU PAJAK
Periode: ...

No. ﬁnulli ﬁo. Bukti| Unhn : Pmn Pengeluaran | Saldo
1
Disetujul oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran/
Kuasa Pengguna Bendahara Pengeluaran
L3 L
a a
2] 18]
Nama Nama
NP ...ccoees NIP: ...

30. Buku Pembantu Panjar

PEMERINTAH PROVINSY KABUPATEN/KOTA ...
Ty
. TAHUN ANGGARAN............

BUKU PEMBANTU PANJAR

Periode: ..
|
Dizetupioleh, Disiapkan oleh,

Pengzuna Angraren/ Kuasa
Pengguna Anggaran

Ben dahars Pengeluaran/ Bendahara
Pengeiuaran Pembantuy

3 5

Nama
NP .

Baoe
NP: .



w3 =

31. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

Kode Hebkening

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... =
SKPD.....c....o.

Nama Rekening
tumdah Anggaran (DPA)
tuend aby Arggiaran (DPPA)
BUKU PEMBANTU SUB RINOAN OBYEK BELAN IA
Pedode | e oo
.. - S— . .qh_ S
No. | Tanggal | No. BKU Uraian Belanja LS | Belanja TU Salen Saldo
s e Wi SEER R et Wi . J LV AR ot et
e [ 4
S P— i - - 4o F—— 1 -
] [ e = e R = —
i el i .ﬂ_“m_‘.fh., i o s i o = o i
Disetujui oleh, Disi aghan olch,
Pengguna Anggaran/ Bendahara Pergeluaran/

Kuasa Pengguna

B

-
Narmn

NP ...

Bendahars Pengeluaran




32. LPJ-UP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
SKPD........
Tahun Anggaran.........

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN UANG PERSEDIAAN

Besaran UP berdasarkan SK XDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode : ......oce-e. -
Penggunan Uang Persediaan (UP)
Uang Persediaan (UP) Akhir Periode : ...........uvee

.
B ey

Periode...........

Urusan —

Bidang Urusan I

Program S———

Kegiatan NS

Sub Kegiatan T _ _

Urusan IR,

Bidang Urusan | .ccevresenme

Program B

Kegiatan % "

Sub Kegiatan S _ _

. . Anggaran | Periodeini | Belanja | Anggaran
Bendahara Pengeluaran

Nama
NIP: ..........




<3G
33. LPJ-TU

: PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
' SKPD.......
' Tahun Anggaran........

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Periode...........
Program
Sub Kegiatan I
Tanggal SP2DTU  .............

TOTAL

Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)

Menyetujui, Disiapkan olen,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
a n
0
Nama Nama

NIP:.......... NIP: ..........
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34. Laporan Penutup Kas

W (1'o sl PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

Kepada Yth,

Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota............. .

2 SO, Tahun_.____mengenai Sistem dan Prosedur Pengeliolaan
Keuangan Daerah, bersama in: kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD. s, @Cdalah
sejumiah Rp......... . ... dengan perincian sebagai berikut

A. Kas di Bendahara Pengeiuaran

A.l1 Saldo awa! bulan tanggal Rp.

A.2 Jumiah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal ........terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp....c..coeo...... dan saido di bank sebesar Rp._.

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A.2 Jumiah Penerimaan Rp.

A.3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal. ... . terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
Rp......cccooce........dan saldo di bank sebesarRp_____ .

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saldo Kas Tunai Rp.
C.2 Saldo Bank Rp.
C.3 Saldo Total Rp.
Bendahara Pengeluaran
Nama

R n—
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35. SPJ Administratif

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

Tahun Anggaran.....

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAY BEKDAHARA PENGELUARAN
(SP] ADBMNISTRATIF)
Bulan: ..

 SPILS Gaji SPISBaramg danjasa | SPIUPJGU/TU | Jumiah P
4 sd | s4 4 | sd 4 _ _
Bulan a:' Bulan | Befan ':-' Bulan | Bulsa e P—
i | Lk ni_ | lalw

JUMUAH

Sarerimaan

—g-

spam
S

- Patongan Pajal
PEN
PPR 2]
pPR 22
3. PPh 23
- Lain-iain
jumiah Penerimaan
Fergeiusmarn E
-5} [15+UP/GU/TU;
- PRryetoran Fajak
2 PPN
b.PPh 21
¢. PPh 22
3. PPh 23 %
- lain-ain |

™ ©x o

jumigh Pengeluaran
saido Kas

Meryetujus, Cssiapian oien,

Pengguna Anggaran Bendahara Pengelaran

%

Hama
N ... NP ..........
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36. SPJ Fungsional

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

Tahun Anggaran....

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

{SP} FUNGSIONAL}
Bulan:......
| SIS Gaji SPI 1S Bareng don Jasa | SPJ UP/GU/TU Jurnish P
e T A T ol T mﬂ“ S Page
Buian i | Bulsn | Bulse i Bulan Bulan i Bulan ini :
Loty ini | laly | laiy _ini
JUMLAM
Penerimaan | *
-5P2D i
- Potongan Pajau {
a PPN ) I |
b FPR 21 : ‘
¢ PP 22 }
g PPh 23 !
- Lsin-iain f
AJmigh Pengrimaan |
Pergeiuaran [ |
-5P; {LS+UP/GU/TU ]
- Penyelcran Paak i |
2 PPN %
b PPh 21 i
L PP \
a PPh 23 |
- Lain-ian i
Jumigh Pengelvaran |
Saigo K35 1
Menystujl, Disiapkan olen,
Pergguna Anggaran Bentahara Pengeluaran
%
Hama Npma

NIP: ... —. | AN—




37. Rencana Kebutuhan Belanja Keadaan Darurat

3=

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

KEADAAN DARURAT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..............

i No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan ke butuhan Dana (Rp
2
3.
4.
3.
Total
Tempat, tanggal
KEPALA SKPD
NAMA
NIP

~ 38. Rekapitulasi Penyaluran Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

SKPD

Rencana kebutuhan

Jumiah (Rp

<

s fwpe -

Tempat, oo

BENDAHARA UMUM DAERAH

NIP.

39. Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

SKFPD

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA ____

No

Uraian

Realisasi

Anggaran (R Rph

Penywe raparn
v

Capaian Output

Vodursie Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa sava be rtanggungiawab penuh atas ke benaran
Demikian laporan ini dibuat dengan scbenarnysa,

KEFAILA SKPD

MNAN A

NIF




40. Buku Jurnal
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

BUKU JURNAL
SKPD
Tanggal ";": Kode Rekening Nama Rekening Debit Kredit
41. Buku Besar
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
BUKU BESAR
SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING
PAGU APBD '
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA



42. Kertas Kerja Konsolidasi
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§  NenaSilde | NerscaSaldo | Memcasddo | Memcasaklo | .| Neracasaldo
| fode | % Jurnal eliminas’
| M'“i Nama Rebanirg SPDA KFOE POt SPKD ___Pemda

’ bl bslxloi el liniol eloln

43. Neraca Saldo

SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
NERACA SALDO per Tanggal ..........

.............

Kode Rekening

Kredit
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44. Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH PROVINSI .c.ciiiinienn
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(D=2l am Rupish]
. Uratan Anggerom | Reslisad | % Realisosi
PENDAPATAN ;‘

PEKDAPATAMN ASLI DAERAH i
Pendapatan Pajak Daerah® f
Pendapatan Retrituisi Dacrah |
Pendapatan Hasil Pesge lodaan Kebaysan Daerah yang Dipisahian
Lain - lain PAD vang sah |

Jumlish Pendapstan Asli Deersh i

JUMLAH PENDAPATAN (7)

[BELANIA
BELAMIA OPERASI
Belanja Pegawai
Belanja Parang dan lasa

Jumlish Belonja Operasi

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanak
fielanja Modal Peralatan dan Mesin
ficlanja Madal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Ingasi, dan Jaringan
Balanja Madal Aset Tetap Lainmypa
Belanjo Modal Aset Leinnya

Jumliah Belanja Modal
JUMLAH BELAN A

45. Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH PROVINS ..
SKPD
LAPORAN OPERASION AL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
| Kenaikanf
| Penurunan |

Uralan 20x1 20X0

KEGIATAN OPERASIONAL
BENDAPATAN i
PEMDAPATAN ASLI DAERAH
Pfendapatan Pajak Daeh™
Pendapatan Retribust Daerah
lumiah Pendapatan Asli Daerah
JURMLAH PENDAPATAN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawa:
BebanBarang dan lasa
lumiah Beban Operasi

BEBAMN PENYUSUTAMN DAN AN ORTISASI
Beban Penyusutan Peraatan dan fdesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi. danlardingan
Beban Penyusutan Asel Tetap Lainmya
Beban Penyusutan Aset Lainnya !
Bebar Amonisasi Aset TakBereujud |

lumiah Beban Penyusutan dan Amortisasi
JURALAH BEBAN

SURPLUS/DEHISIT LO |
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46. Neraca SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA . .....ocociainiiininn
SKPD

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dalam Rupiah)

_ Uraian ~ .21 | 20X0
ASET ' :
ASET LANCAR ;

Kas dan Setara Kas 3
Kas di Bendahara Pengeluaran ’
Kas d Bendahara Penerimaan ‘

Piutang Pajak® f E

Piutang Retribusi 1

Piutang Lainmya E |

Pemisihan Piutang

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Jumiah Asct Lancar

ASET TETAP
Tanah i
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, ligasi, dan Jaringan
AsetTetap Lainiwa
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akumul asi Permyusutan

Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan langka Panjang
Tagihan Pergualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi .

Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 1

Aset Tak Bernwagud

AsctLain  lain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Beraagud

Akumulasi Peryusutan Asel Lainmwya

Jumlah Aset Lainnya |
JUMLAH ASET | -

KEWAJIBAN 3 E
KEWAJBAN JANGKA PENDEK 5

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Dimuka .

Uanp Belanja ; |

Utang Jargka Pendek Lainnya

Jumiah Kewajlban Jangka Pendek o ]
JUMLAH KE WAJIBAN '

EKUITAS

EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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47. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...ccniciicmammnrinres
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah)
Uraian 20X1 20X0 |
Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Fkuitas Akhir |
48. Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....c.coeene
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1
PENDAHULUAN
BAB ! [Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il |Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB |l |Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dar masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LO
3.14 Beban
3.15 Aset
3.16 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV |Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BAB V [Penutup
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49. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPA|I DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 dan 20%0

{DabmPpiahy
Uralan Angzanan | Realisad 4 Realisasi
FENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH

Penclapatan Pajk Daersh

Fendhgatan Retnbusi Daerah

Penclapatan kzsil Pergel ozan kekaysan Daeran yarg J(Hsahan
Lan - lsin PAD yang ah

lumbh Pendapatan Adi Daerah

PENDAPATAN TRANSHER
PENDAPATAN TRANSHR PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Bagi Hasil
Cana Alokasi Uream
Cana Alckasi Khusus - Figie
Cana Alckasi Ehusus - Nar Fiik
Jumbah Pendapatan Trander Dana Perimbargan

PENDAPATAN TRAMSFER PEMERINTAH PUSAT - LANNYA
Cea rsentit Dasrsh
Cana Otorar: Khyss
Cans testmewss
Cana Deza
Jumbh Pendapatan Trander Pemerintah Pusat - Lainnya

T WU T .

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Batuan Keuargan
Jumbsh Pendapatan Trander Antar Daerah
Total Pendapatan Trander

LAN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Fencapatan Mos
Pencapatan Dara Ceruat
Pendapatan Lainniya

lambsh Lain - hin Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PENDAPATAN
| BELANIA
PELANIA OPERASI

Bean|z Pegawal

Beian|a Barwg dar 135

bBeanjz Burga

Belnjs Subri

Beian)s Hibeh

Bewnjs Bartuar Sesial

Jumbah Bebinja Operas

BELANJA MODAL
Beanjs hochl Tanah
Beanje Mook Perslatan din Mesin
Bran|a Moch! Cedurg dar Bargunan
Beanjz Modal Jzan, Ingzsy, din Jaingan
Bean|s Modal Aset Tetao Luvrya
Bean|z Moch! AcetLarrys

Jumbsh Belinja Modal

BILANJA TAK TERDUGA
Beanja Tak Terdhga

Jumbh Belnja Tak Terduga




@

BELANMIA TRANSFER
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Belaria Bagi Hasl Pejac Deesl wxpada Pemerivtanan Kabopatenylom der Desa
Belarja Bertaer Keuawgan arty Deerslh Pravrs’
Belaria Bertuer Kzaaxar Doerah Mrovinsi ke Cabupater{Xote
Beler(a Bartusr Kauangan Desah oniasi atau Kabupater/Kota wepace Cesa
Baler{a Trars®er Cana Oonomi ¥husus Yosine {epada Kabupataydoms

jurmiah Belanja Transfer

SUMLAH BELANJA
SURPLUS/DEFISIT
PEMBIAYALN
PENERIMAAN PEMBIATAAN

Pergpuraan S P
Pencai-an Dura Jacagan

Hasl Penjasdl o <ebayaat D yayg DOipisahkan

PenariTaan Anjarar Dasa -
Pererimaan Anjarsr Casran -

Penerimaan Arjerer Casran

Pansrirasy Argarsn Casan -
Paneriraan Araran Dasran -

Perarintat Fusas

Fererirtel Ceaah Lan
Lermtags Kesergar Bark
lembagz Keasngar Bukan Bak
Mlasyerakat 00 g 33° Dasran)

PeneriTaan {ermtal’ Forber an #njoray Daeran
Penerimasn ferrbisyaer Lareye
Jurmizh Penerimaan Pembisysan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Peroaracan Dan Cadowa

Peryeriaan Moda Ferenrcah Dasean

Peraayaran & ajanan car feredrsh Pusat

Per-oaysen 7 ajanen car Perearvah Doeca 80
Peroaya-en ajanen car _ethega Kevagan Ra
Paraagaten @ ajamen car Lathegs Kevagan Aucat Bang
Perraaya-an P riamer car Masyvaraker {Dtligas Caean)

Perroer’an finjermar Casran

Pergaliaran Perbiayasr Lairrya
Jurriah Pengeluaran Pembiaysan
PEMIBIAYAAN NETTO

| SisaLebih Penbisyaan Anggaran
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50. Laporan Operasional Pemerintah Provinsi

PEMERNTAH PROVRIS ..c.oeoeimeniaasee
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
(Dakam Rupiah)

5 Uraian - am o B

¥
7

i Penutunan
' PENDAPAIAN ;

i PENDAPATAN ASLI DAERAH 1

? Pachoatan Pajak Daarsh

i Penichigatan Retn bus: Daerak

Penchoatan Fanl Pengeloiaan Ketayaan Daersh yarg Cipsahiar

Lain - [&in PAD yarg ssh

| lumbiah Pendapatan Ashi Daerah

PENDAPATAN TRANSFER
: PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBANCAR
1 Dana Bag Hasil ‘
Daas Alokasi Umum

Creva Mckash Khusus - Fsik
Dana Alokasi Khusus - don =sik

Jumiah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA
| Dana Insertit Daerab
Dieta Otonomi Khusus
Dans K2istimewasn !

Dana Desa

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Barfuan Keuargsn

Jlumbah Pendapatan Transfer Antar Daerah

1otal Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |
{ Panchpatankibah

| Penchgatsn Dsra Darurst
Pencoatsn Lainnys

| Jumbah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah

JUMLAH PEHDAPAT AN

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pagawa
Beban Rararg dan /asa
Beba Pungs
Beban Subsid
Beban Hbat
5 Setan Bartuan Sosal

Jlumbh Beban Operasi

i

|

| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTBASI

5 Seban Fenyusutar Peralatan dan Maon
Betian Fanyusuta n Gedung dan 5angunan .
Beban Penyusutan lan, Ingas, din Janngan
Setan Fenyasutar 2aet Tetao Lainnya
Beban Fanyusutan &5 Lainrya !
Bebian Amortis a5 Aset Tak Berwujud

lumbah Beban Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN TRANSFER
Bebar Bagi Hasil
Beban Bantuan Keuangan
Jumiah Baban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Beban Tak Terduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS NON OPERASIONAL
Surpius Peniualan/Pertuikaran/Pelepasan Aset Non Lencar
Surphus Penyel esaian Kewajiban Jangks Panjarg
surplus dari Kegiaan Non Operas onal Lainnya
Jumish Surplus Non Operasional

DEASIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Parukaran/Pelepasan Asat Non Lancar
Defisit Peryelesaian Kewajiban Jangka Panjarg
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Jumlzh Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA
PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumish Pendapatan Luar Biasa

BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Jumish Beban Luar Biasa
POS LUAR BIASA

SURPLUS/DEFISIT LO

———d
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51. Neraca Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

200

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setsrs Kas

Kas o Kazs Daerah

Kas d BLUD
vas Dane BOS

Kas Lainrys

setara Kes
investast Jargka Pendak
Piutang Pa; ab

Piutang Retnbusi

Bietang Lairrya
Perwisihan Prutarg
Beban Dibayar Dimiuka
Persedaan

Jumlah Aset Lancar

INVESTAS| JANGKA PANIANG
irvestasi Non Fermanen

irvestas) cepada BN

investasi kepads BUND

Dara Bergudir

Irvestasi Permanrsn

ASET TETAP
Tansh
Peralater dan Mesin
Gedurg can Bangunan
Alan Ingas), dan Janrgan
Asat Tetap Lainnya

Akumuiast Perwasutan
Jumliah Aset Tetap

¥as d BerZahara Pangeluarar

Vas d Berndahara Penernmasn

Kas Dans Kap:tasi pads FKTR

Piutang Hazil Pergelolzan K
Piutang Lain-lain PAD yang Ssh
Pistang Transfer Pemerintah Pusat
Pustang Transfer Antar Daerah

Irvestast da'am Otéigas
Irvestast dalam Froyec Pembanguran

Jumlah Investasi Non Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investas: - Pernbenan Piryjaman Daerah

Jumiah Investasi Permanen
Jumiah Investasi Jangka Panjang

Kinstruesi dalarm Pengeraan

ekayaan Da=rah vang Dipizabkan
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DANA CADANGAN
Dana Cadangan
Jumlah Dena Cadangan

ASET LAINNYA
Tagihan langka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Ganti Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lain
Alumulasi Amortisasi Aset Tidak Be nwvujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWANBAN
KEWANBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Ltang Bunga

Utang Pinjaman langka Pendek
Bagian lancar Utang langka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainmya

Jumleh Kewejiban Jangke Pendek

KEWANBAN JANGKA PANJANG
Uhang kepada Pemerintah Pusat
Lhang kepada Lembaga Keuangan Bank
Ltang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat {Obligasi
Premium (Diskonto) Obligasi
Jumliah Kewajiban Jangka Panjang

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
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52. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .ccocorrmricnivvscrmiene

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

2061 | 20X%0

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain

Ekuitas Akhir

53. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

------------

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian

20X1 20X0

{

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
Subtotal

'Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Subtotal

\Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
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54. Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI ....cocnus eiiamniniians
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 DAN 20X0

METODE LANGSUNG

Urdm

20X1

(Dalam Rupiah)
20X0

|ARUS KAS DARI AKTIRTAS OPERASI

iARUS MASUK KAS
Perer maan Paak Dasran

| Perarimaan Retribusi Caerah
Penerimaan Hasil Perngeld aan Kekayaean Deerab yarg Dipisahican

' ferarimaan Lain - [ain PAD yarg sah

Perarimaan Dana Bagi Hasil

Pererimaan Dana Alckasi Limum

Perermaan Dana Al ckasi Khusus - Fisik

Perwerimaan Dana Al gkasi Khusus - Noo Heik

Pererimaan Dana insentif Caerah

Penerimaan Dana Cronars Khusus

Pererimaan Dana Keistmewsan

Demerimaan Dana Desa

Penerimaan Bannuan Keuangan

Pererimaan Hbah

Perseri maan Dana Daruarat

i
i
1
}
{
|
{
1
'
i
i
i
|
i

Pemarimaan dar Pendanatan Lainnya
Jumiah Arus Masuk Kas
' ARUS KELUAR KAS
Perriayaran Pegawai
Pervbayaran Bararg dan Jasa
ferribayaran Burga
| eprbayaran Subsidi
Pernbayaran Belania Hitah
Perrbayaran Belania Bantian Scsial
fermbayaran Tak Terduga
Perrbayaan Bagi Hasll Pajak ke Kabupaten/<Kata
Darrbayaran Belania Bantuan suang an antar Daeran Provinsi
Servbayaran Belania Bantuan suang an ke Kabuparen/Kora
Pervbayaran Belanja Bantuan Keuang an kepada Desa

Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI
|ARUS MASUK KAS

' Pencaran Dana Cadargan

Penju n atas Tanah

Penjus an atas Peralatan dan Mesin
Denjuz an atas Gedurg dan Bargunen

I
|
i
|
i
{
|

i Penjuz a0 alas Jalan, rigast, dan Jaingan

, Penjux 2n Aser Tetap Laimnya

i Ponju an Aset Lairnya

Had! Penjualan Kekayaan Lain yare Dipisabian
Pererirmaan Penjual an inwestas’ Noe Permanen

Jumlah Arus Masuk Kas

Pervibayaran Belania Transter Dana Otcnomi Khusus ke Kabupaten/Kots
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ARUS KELUAR KAS
Pembentukan Dana Cadangan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Bangunan
Perolehan Jalan, Irigasi, dan laringan
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemernintah Daerah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumliah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARI IFITA
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - lembhaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dan lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman darn Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
Saldo Awval Kas
Saldo Akhir Kas
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55. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAH PROVIN SI/KABUPATEN/KOTA ...........
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

BAB |

BAB 11

BAB I

BAB IV

BAB V

BAB VI
_BAB VI

Pendahuluan

1 | Maksud dan tujuan penyusunan laporan kevangan pemerintah daerah

1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

13 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan penca paian taiget kinerja APBD

2.1 tkonomi makro

2.2 Kebijakan keuangan

2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Kebijakan akuntansi

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

43 Basis pengukuran yang mendasar penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintah daerah

Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah

5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerah
5.1.1 Pendapatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - 10
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana

5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Penutup




56. Daftar Transaksi Harian (DTH)
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DAFTAR TRANSAKSI HARIAN BELANJA DAERAH (DTH)

PROVINSI LAMPUNG
{1 57 Y N —
TAHUN ANGGARAN 2021
PermnpltDloerah @ cccciossvasssssanonens
Kode Perangkat Daerah ...
SPMISPD SPID Potongan Paiak
- - Kode Nama
No . Nilai Mg | v ok e ek |, EWF Rekmm/ |  KodeNTPN NTBNTP
Nomor B&lgl Nomor B&lﬁa Belaia Ao | Pk ®p) Rekanan' Bendahara Bendal
Ldst.
BandarLampung..........ccooosncnisicniaane
Mengetahut,
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
NAMA NAMA
NIP. NIP.
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57.Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP)
Badan Layanan Umum Daerah

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Tanggal: ....... (3) Nomor: ....... (4)
Kepala SKPD ..., {5) memohon kepada:
Bendahara Umum Daerah selaku PPKD

agar mengesahkan dan membukukan pendapatan, belanja dan pembiayaan sejumlah

1 Saldo Awal BP o vanana e (6)

2 Pendapatan Rp L (7)

3 Belanja RP s smnnsssssssemmsseay (8)

4 Saldo Akhir R oo cincinmime s svmssssesumssssv (9)
Usitalk Bulen oo sevaanavnssi {10) Tahun Anggaran ................... (11)
Dasar Pengesahan: Urusan Organisasi Nama BLUD
(12) oo e U e | (13)

Program, Kegiatan
BEX v S -3 (14)
Pendapatan Belanja
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
........................ (15) Rp. o 16) | o (17) Rp. ..........(18)
Jumlah Pendapatan T (19) | Jumlah Belanja 21 s ST (20)
Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah
........................ (21) o TRRNNOORN .- .. [l | SN, - | Rp. ...............(29)
Jumlah Penerimaan Rp. oo, (25) |Jumlah Pengeluaran |Rp. ............... (26)
Pembiayaan Pembiayaan
_________________________________________________ 20....(27)
oy o1 R —— RER— (28)
(ttd)

(nama lengkap)



